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bimbingan skripsi juga menjadi hambatan tersendiri dalam menyelesaikan skripsi 

ini. Meskipun harus terkatung-katung, setidaknya skripsi ini dapat diselesaikan 

dengan banyak kekurangan. Selebihnya, saya berterimakasih terhadap banyak 

pihak yang telah memberikan bantuan untuk dapat menyelesaikan studi ini. 

Pertama-tama, saya berterimakasih kepada para informan, terkhusus bapak 

Jaswadi dan bapak Sadi yang telah sudi selama berhari-hari lamanya menerima 

saya untuk menggali informasi sekaligus memberikan ijin untuk menetap di 

rumah mereka. Selain itu, kesedian bapak Jaswadi dalam meminjamkan arsip dan 

kumpulan foto serta kerelaan bapak Sadi dalam mengantar saya ke beberapa 

informanlah yang pada akhirnya membuat saya mendapatkan banyak data yang  

digunakan sebagai sumber utama skripsi ini. 
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 Pada tahun 1980-1990an, seiring dengan berkembangnya paradigma 

developmentalisme di berbagai negara yang dipelopori oleh lembaga 

internasional, ditransferkan ke negara-negara berkembang dalam wujud 

pembangunan infrastruktur. Salah satunya adalah pembangunan waduk yang 

diharapkan akan memenuhi kebutuhan listrik di dunia industri dan perumahan, 

irigasi untuk mengintensifikasi hasil pertanian serta menjadi cadangan air saat 

musim kemarau. Hal serupa dilakukan pula oleh Indonesia di bawah 

pemerintahan Soeharto. Salah satunya adalah Pembangunan waduk Kedung 

Ombo yang menggusur masyarakat yang telah mendiami wilayah tersebut.  

 Penelitian ini membahas tentang sejarah pembangunan Waduk Kedung 

Ombo, terutama terkait perjuangan para korban penggusuran yang memilih 

bertahan di lokasi pembangunan waduk. Penelitian ini berkonsentrasi di sepanjang 

tahun 1985-2002 ketika sebagian besar warga menolak pembangunan waduk 

hingga proses relokasi para korban pembangunan yang masih bertahan. 

Penelitiaan ini mengambil satu lingkup spasial yang terjadi di Kabupaten Boyolali 

tepatnya di Kecamatan Kemusu. Lebih lanjut penelitian ini mencoba melihat 

alasan warga Kemusu dalam melawan pembangunan waduk sekaligus melihat 

bagaimana bentuk resistensi warga yang memilih bertahan di lokasi 

penggenangan air waduk.  

 Selama proses Pembangunan Waduk Kedung Ombo berlangsung, 

banyaknya warga yang masih bertahan dan tidak mau digusur menjadi fakta 

sejarah yang tidak bisa dipungkiri, selain karena tidak dilibatkannya masyarakat 

dalam perumusan kebijakan pembangunan waduk, pendekatan pemerintah yang 

koersif serta tindakan aparat yang cendrung melakukan tindakan intimidasi, 

membuat warga tidak simpatik. Hal ini diperparah dengan rendahnya ganti rugi 

atas lahan bagi warga terdampak. Tatkala waduk telah digenangi, mereka bertahan 

hidup secara nomaden dengan memilih daerah yang tak tergenangi. Pemerintah 

justru menyikapi kondisi semacam ini dengan sikap yang arogan dan merasa 

kebijakan ini paling benar, sebelum pada akhirnya muncul desakan dari berbagai 

pihak agar pemerintah kooperatif dengan mengakomodir warga yang bertahan. 

Pemberian kuasa atas lahan perhutani di sekitar lokasi waduk untuk dijadikan 

permukiman dan tempat tinggal baru bagi yang masih bertahan di area 

penggenangan waduk Kedung Ombo, setidaknya mencairkan kondisi dan mulai 

diterima oleh sebagian warga.  
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ABSTRACT 

 

Santoso, Eko. 2019. Fighting Puddles: Resistance of Kemusu Residents to The 

Development of Kedung Ombo Reservoir in 1980-2002. History Department FIS 

UNNES. Mentor Dr. Putri Agus Wijayati, M.Hum and Drs. Ibnu Sodiq, M. Hum. 

Keywords: Development, Resistance, Kedung Ombo, Kemusu 

 

In the 1980s, along with the development of the paradigm 

developmentalisme in various countries pioneered by international institutions, 

transferred to developing countries in the form of infrastructure development. One 

of them is the construction of reservoirs that will hopefully meet the needs of 

electricity in the world of industry and housing, irrigation to intensify agricultural 

products and become reserves of water during the dry season. It was also done by 

Indonesia under the Suharto administration. One of them is the construction of 

Kedung Ombo Reservoir that displacing the people who have inhabited the 

region.  

This study discusses the history of the development of Kedung Ombo 

Reservoir, especially related to the struggle of the burnt victims who chose to 

survive at the site of dam construction. The study concentrated throughout the 

years 1985-2002 when most of the villagers refused to build the reservoir until the 

process of relocation of the victims of the development. This research took a 

spatial scope that occurred in Boyolali district precisely in Kecamatan Kemusu. 

Furthermore, this research is trying to see the reason of Kemusu residents in 

resisting the construction of the reservoir and see how the resistance form of 

residents who choose to survive at the location of the reservoir water.  

During the construction of Kedung Ombo Reservoir, the number of 

residents who still remain and do not want to be displaced into historical facts that 

can not be denied, other than because of the community in the formulation of 

reservoir development policy, A cohersive government approach as well as an 

action apparatus that nudge acts intimidation, making citizens unsympathetic. 

This is compounded by the low losses on land for affected citizens. As the 

reservoirs have been flooded, they survive on a nomadic basis by choosing an 

unflooded area. The Government is addressing this kind of condition with an 

arrogant attitude and feel this policy is most correct, before the end appears 

insisting from various parties so that the Government is cooperative to 

accommodate the residents who survive. The granting of power to the land around 

the reservoir site to be used as a settlement and new residence for surviving in the 

area of the reservoir of Kedung Ombo, at least dilute the condition and began to 

be accepted by some citizens. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan merupakan salah satu diskurs yang sakral dalam tertib 

politik Pemerintahan Soeharto (1966-1998). Pada masa itu  program 

pembangunan diberlakukan dengan sistem top-down planning, pemerintah 

bertindak sebagai pencipta, perencana dan pelaksana pembangunan, sedangkan 

rakyat diposisikan sebagai konsumen.1 Siapapun yang bersebrangan dengan 

program pembangunan pemerintah, akan menanggung konsekuensi berhadapan 

pada mesin-mesin represi negara.2  

Sebagaimana dikatakan oleh Huskens, dalam peristiwa yang terpapar 

dalam catatan sejarah, di bawah pemerintahan Soeharto, negara sering 

menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan berbagai masalah di tingkat lokal 

maupun nasional. Sementara itu, para pejabatnya cendrung menciptakan hukum-

hukum sendiri demi melayani kepentingan-kepentinganya sendiri pula.3  

 
1Emil Salim, Pembangunan Berwawasan Lingkungan, (Jakarta: LP3S, 

1986), hlm. 29. 

2Samuel Gultom, Mengadili Korban Praktek Pembenaran Terhadap 

Kekerasan Negara, (Jakarta: ELSAM, 2003), hlm. 95. 

3R. W. Hefner, “Civil Islam: Muslim and Democratization in Indonesia”, 

dalam buku Soeharto Sehat Asvi Warman Adam (ed), yang dikutip oleh Baskara 

T Wardaya, (Yogyakarta: Galang Press, 2006), hlm. 167. Dalam istilah Henfer, 

dengan pendekatan kekerasan itu pemerintah Soeharto telah menjadikan Indonesia 

layak untuk disebut sebagai negara yang “tak beradab”. Hal ini tak terlepas dari 

fakta bahwa, proses pembangunan yang dilakukan selama 32 tahun turut pula 

disertai dengan berbagai macam tragedi kemanusian yang memakan korban tak 

sedikit. Mulai dari tragedi G 30 S, Peristiwa Malari, Operasi khusus, penggusuran 

pembangunan waduk-waduk di berbagai daerah, peristiwa Tanjung Priok dan 

Kasus Trisakti. 
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Kasus Kedung Ombo merupakan refleksi dominasi negara atas 

masyarakat dalam konteks pembangunan. Pembangunan waduk Kedung Ombo di 

Jawa Tengah, diimplementasikan tanpa mengindahkan aspirasi masyarakat 

setempat, bahkan terbilang koersif.4  

Pembangunan waduk Kedung Ombo merupakan bagian dari rencana 

proyek pengembangan wilayah sungai Jratunseluna (Jragung, Tuntang, Serang, 

Lusi, dan Juwana). Proyek ini merupakan proyek lapar tanah yang membutuhkan 

lahan luas. Luas genangan waduk Kedung Ombo bila ketinggian air mencapai 

elevasi 95,0 m adalah sebesar 6.125 Ha. Artinya, 6.125 Ha luasan tanah yang 

mesti dibebaskan untuk kebutuhan proyek waduk Kedung Ombo.5 Areal itu terdiri 

dari 2.230 Ha tanah sawah, 985 Ha pekarangan, 2.655 Ha tegalan, 30 Ha 

perkebunan dan sisanya merupakan hutan.6 

Luas areal lahan, sebagaimana yang terpapar di atas mencakup tiga 

wilayah kabupaten yakni, Grobogan, Sragen dan Boyolali.7 Di Kabupaten 

Boyolali, proyek waduk Kedung Ombo akan menenggelamkan tanah seluas 

1.503,6792 Ha yang berdampak terhadap keberadaan 9 desa. Desa tersebut 

diantarannya Wonoharjo, Lemahireng, Watugede, Nglanji, Genengsari, Kemusu, 

Sarimulyo, Bawu dan Klewor yang secara administratif masuk dalam Kecamatan 

 

 

4Gultom, loc. cit. 

5 Stanley, Seputar Kedung Ombo, (Jakarta: ELSAM, 1994), hlm. 43. 

6Abdul Hakim G. Nusantara dan Budiman Tanuredjo, Dua Kado Hakim 

Agung Buat Kedung Ombo, (Jakarta: ELSAM, 1997), hlm.7-8. 

7World Bank, Recent Experience With Involuntary Resettlement 

Indonesia-Kedung Ombo, (World Bank, 1998), Report  No. 17540, hlm. 2. 
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Kemusu.8 Penduduk yang terkena proyek pembangunan waduk Kedung Ombo 

secara keseluruhan berjumlah 5.391 kepala keluarga. Lebih dari separuh 

diantaranya, yaitu 3.006 KK, berada di wilayah Kemusu.9 

Jumlah keseluruhan biaya pembangunan waduk Kedung Ombo, termasuk 

anggaran untuk pembebasan tanah, bangunan rumah dan tanaman (karang kitri) 

milik penduduk yang dikeluarkan untuk merealisasikan megaproyek tersebut 

tercatat sekitar Rp 495,52 miliar.10 Biaya ini berasal dari dana pinjaman Bank 

Dunia Nomor 2543-IND sebesar USD $ 156 juta dan Bank Exim Jepang sebanyak 

USD $ 25,2 juta.11 Dengan demikian dana pinjaman dari dua lembaga itu 

berjumlah USD $ 181,2 juta atau kira-kira RP 453 miliar (kurs rupiah terhadap 

dolar saat itu Rp 2.500/ dolar AS).12  

Proyek ini diklaim pemerintah akan membawa keuntungan dan 

keberhasilan. Proyek waduk Kedung Ombo selain untuk pengendali banjir, 

bertujuan juga untuk menciptakan pembangkit listrik sebesar 22, 5 megawatt yang 

akan menerangi 59 ribu rumah warga, mengairi areal persawahan seluas 87.000 

hektar, dan untuk memenuhi kebutuhan air minum dan industri di Ibukota Jawa 

 
8Stanley, loc. cit. 

9Ibid., hlm. 44. 

10Isdiyanto, Menyelami Kedungombo: Investigasi Wartawan, (Semarang: 

Kelompok Diskusi Wartawan Provinsi Jawa Tengah, 2002), hlm. 9. 

11Abdul Muntholib, “From Dry-Land Farming to Karamba: The Impact of 

Kedung Ombo Reservoir for Sosio-Cultural Change in Wonoharjo, Indonesia”, 

The Social Science II, 2016, Volume 13, hlm. 3341. 

12Isdiyanto, loc. cit. 
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Tengah Semarang. Waduk Kedung Ombo akan membawa kesejahteraan bagi 

masyarakat.13  

Namun demikian,  proyek ini justru diwarnai dengan penolakan sebagian 

besar warga terdampak khususnya di wilayah Kemusu. Mereka menolak ganti 

rugi yang diberikan pemerintah atas lahan yang bakal terkena dampak 

pembangunan waduk. Beberapa tokoh di Kemusu bahkan pernah menggabungkan 

diri dalam sebuah gerakan dan bertekad bulat untuk menolak pendataan tanah, 

ganti rugi maupun program transmigrasi.14 Hal serupa ditulis oleh Karmono, yang 

mengungkapkan bahwa penolakan warga terhadap pembangunan waduk tidak 

terlepas karena tidak dilibatkannya warga dalam perumusan kebijakan untuk 

penentuan besaran kompensasi ganti rugi tanah. Alhasil, yang terjadi adalah 

ketetapan besaran ganti rugi yang dipatok oleh pemerintah kepada warga jauh di 

bawah harga tanah pada umumnya di Boyolali dan sekitarnya pada waktu itu.15  

Di sisi lain, selain soal ganti rugi tanah yang rendah, penolakan warga 

terhadap pembangunan waduk dilatarbelakangi juga oleh nilai-nilai sosial yang 

berkembang dalam kehidupan masyarakat seperti pemahaman bahwa tanah 

kelahiran adalah tumpah darah yang sekaligus sebagai tempat tinggal sehingga 

 
13Irene Hadiprayitno, Hazard Or Right? The dialectics Of Development 

Practice and The Internationally Declared Right to Development, With Special 

Reference to Indonesia, (Oxford: Intersentia, 2009), hlm. 1. 

14Imron Rosyid Taufikkur Rahman, “Protes Petani di Kecamatan Kemusu 

Kabupaten Boyolali Jawa Tengah (1985-1993)”, Skripsi pada Jurusan Sejarah 

Fakultas Ilmu Budaya di Universitas Sebelas Maret, 1998, hlm. 68. 

15Karmono, “Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka 

Pengadaan Tanah untuk Proyek Pembangunan Waduk Kedung Ombo di Wilayah 

Kabupaten Boyolali (Kajian Sosio-Yuridis pada Efektifitas Hukum Guna 

Melindungi Golongan yang Lemah dalam Masyaraka)”, Tesis Jurusan Hukum 

Fakultas Hukum di Universitas Diponegoro, 2005, hlm. 61. 
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perlu dipertahankan hingga tumpah darah. Sebagaimana disampaikan oleh 

Wijayati yang meminjam dari pendapat Sudargo, bahwa persoalan tanah 

merupakan persoalan yang peka dan untuk itulah dipertaruhkan jiwa.16  

Perlawanan warga sebagai upaya memperjuangkan hak-hak atas tanah dan 

ruang hidup terhadap proses pembangunan waduk yang dilakukan pemerintah 

dengan dalih kepentingan umum, masih terus berlangsung hingga hari ini. Hal itu 

tidak lepas dari arogansi pemerintah yang mengalienasi ruang hidup warga tanpa 

memperhitungkan kelayakan hidup jangka panjang bagi mereka yang terdampak. 

Oleh sebab itu, persoalan ini masih menarik dan relevan untuk dibahas.  

 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka yang menjadi 

permasalahan pokok dalam penulisan ini adalah mengapa sebagaian besar warga 

Kemusu melakukan perlawanan terhadap pembangunan waduk Kedung Ombo. 

Dari permasalahan pokok ini diidentifikasi dengan mengajukan pertanyaan 

penelitian. 

1. Apa alasan waga Kemusu melakukan penolakan terhadap pembangunan 

waduk?  

2. Bagaimana bentuk perlawanan warga Kemusu terhadap pembangunan? 

 

 

 

 
16Putri Agus Wijayati, “Pemilikan dan Penguasaan Tanah (Desa di Jawa 

Timur)”, dalam Forum Ilmu Sosial, 2008, Volume 13, Nomor 1, hlm. 75.  
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan alasan sebagian besar 

warga Kemusu dalam melakukan perlawanan, begitu pula dengan bentuk-bentuk 

perlawanan yang dilakukan, serta meninjau bagaimana pemerintah merespon hal 

tersebut. Lebih lanjut, penelitian ini mencoba untuk menghadirkan historiografi 

sejarah Kedung Ombo yang menempatkan korban penggusuran sebagai subyek 

dalam sejarah. Perlawanan masyarakat Kemusu yang menjadi korban 

pembangunan waduk Kedung Ombo adalah fakta historis yang tak boleh 

diabaikan dan penting dicatat dalam sejarah. 

 

D. Ruang Lingkup  

Seperti produk akademik lainnya, penelitian ini dibatasi dalam ruang 

lingkup, baik spasial dan juga temporal. Secara spasial, penelitian ini difokuskan 

di daerah yang secara administratif masuk ke dalam Kecamatan Kemusu. Hal ini 

pun masih dibatasi pada desa-desa di Kemusu yang wilayahnya terkena dampak 

pembangunan waduk. Dari 13 desa yang secara administrasi masuk wilayah 

Kemusu, terdapat sembilan desa yang terkena dampak pembangunan waduk. 

Sembilan desa tersebut yakni, Desa Wonoharjo, Nglanji, Genengsari, Ngrakum, 

Watugede, Klewor, Bawu dan Sarimulyo.  Adapun secara temporal, penelitian ini 

mengambil rentan waktu antara tahun 1985 hingga 2002. Batasan waktu awal 

dipilih, sebab pada tahun tersebut sebagian besar masyarakat menolak ganti rugi 

dan memilih bertahan di wilayah pembangunan waduk. Mereka menolak besaran 

uang ganti rugi atas lahan mereka yang terkena proyek pembangunan waduk 
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karena dianggap jumlahnya tidak sebanding dengan harga tanah di sekitarnya 

pada waktu itu. Tahun 2002 dipilih sebagai batas akhir waktu dalam ruang 

lingkup temporal penelitian ini, sebab pada tahun tersebut upaya perlawanan 

masyarakat Kemusu mereda. Hal ini ditandai dengan adanya  relokasi sebagian 

besar warga yang semula bertahan di lokasi genangan waduk. Pelunakan sikap ini 

tidak terlepas dari adanya kebijakan akomodatif pemerintah dengan melakukan 

program aksi di Kedung Ombo bagi mereka yang masih bertahan. Program ini 

berlangsung selama empat tahun dengan menggunakan anggaran mulai dari 

APBD, APBN, hingga bantuan luiar negeri. Program ini dilakukan untuk 

menunjukan kepedulian pemerintah terhadap warga yang bertahan di lokasi 

genagan air waduk. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

Persoalan dalam pembangunan waduk Kedung Ombo merupakan isu yang 

seksi di tahun 1990-an. Mulai dari prosesi pembebasan lahan yang bermasalah 

hingga terjadinya penolakan yang ditandai dengan bertahannya sebagian warga di 

lokasi penggenangan waduk. Persoalan ini kemudian berimbas pada kritik 

terhadap pemerintahan Soeharto hingga pihak investor yang mendanai proyek ini 

yakni, World Bank dan Bank Exim Jepang. Pihak-pihak ini dianggap yang 

bertanggungjawab atas penderitaan warga Kedung Ombo yang tidak terakomodir 

hak-hak hidupnya.  

Akibat kondisi demikian, maka hingga kini banyak literatur yang memuat 

persoalan Kedung Ombo dengan berbagai macam latar belakang dan perspektif. 
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Dalam perspektif hukum, sebagaimana yang ditulis oleh Nusantara dan Budiman 

Tanuredjo.17 Titik berat isi buku mereka lebih kepada peninjauan aspek hukum 

pengambilan keputusan Mahkamah Agung mengenai ganti rugi lahan warga 

Kedungpring yang tergusur oleh pembangunan waduk Kedung Ombo. 

Persengketaan warga Kedungpring di peradilan menjadi fokus dalam kajian ini 

dan terutama analisis mereka tentang putusan kasasi dan peninjauan kembali 

Mahkamah Agung. 

Perspektif yang berbeda dibangun oleh Aditjondro dalam tulisannya yang 

berjudul The Media as Development “Textbook”: A Case Study on Information 

Distortion in The Debate about the Soscial Impact of an Indonesian Dam, yang 

melihat persoalan konflik di Kedung Ombo dibangun oleh peran media sebagai 

penyokong wacana dari pemerintah dalam upaya mengaburkan dan 

memutarbalikkan fakta-fakta mengenai dampak sosial yang diterima masyarakat 

sebagai korban pembangunan waduk Kedung Ombo.18  Dalam tulisannya yang 

berbeda, berjudul  Large dam Victions and Their Defenders: The Emergence of an 

Anti-dam Movement In Indonesia, yang melihat persoalan konflik di Kedung 

Ombo dari perspektif wacana pembangunan dan kepentingan umum.19 

Menurutnya konflik di Kedung Ombo sangat sarat dengan munculnya 

 
17Abdul Hakim G. Nusantara dan Budiman Tanuredjo, loc. cit. 

18George Junus Aditjondro, “The Media as Development “Textbook”: A 

Case Study on Information Distortion in The Debate about the Soscial  Impact of 

an Indonesian Dam dalam Cornel University”, Disertasi pada jurusan Ilmu 

Politik, Fakultas Ilmu Pemerintahan di Cornel University, 1993, hlm. 78. 

19George J. Aditjondro, “Large Dam Victims and Their Defenders: The 

Emergence of An Anti-dam Movement in Indonesia”, dalam Philip Hirsch and 

Carol Warren (eds.), The Politics of Environmental in Southeast Asia: Resources 

and Resistance, (London dan New York: Routledge, 1998), hlm. 29-54. 
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kecemburuan sosial antara mereka yang dijadikan korban pembangunan dengan 

mereka yang mendapatkan manfaat langsung dari pembangunan tersebut. Orang-

orang yang tanahnya diminta untuk pembangunan waduk, karena kesusahan yang 

mereka alami, menganggap bahwa pembangunan dengan jargon kemakmuran 

adalah mitos belaka. Bagi mereka ternyata yang menikmati adalah orang-orang 

yang berada di bawah waduk, sementara mereka yang berkorban alih-alih 

mendapatkan kesejahteraan, yang dialami justru sebaliknya—menjadi tumbal 

pembangunan. 

Karya lain yang mengupas mengenai waduk Kedung Ombo adalah karya 

Stanley berjudul Seputar Kedung Ombo, mengetengahkan pula persoalan konflik 

antara warga dengan pemerintah dalam proyek pembangunan waduk Kedung 

Ombo.20 Stanley berupaya membangun tulisannya dari sudut pandang ilmu-ilmu 

sosial, sekalipun persoalan politik yang paling mendapatkan tekanan utama. Dari 

berbagai data yang diungkapkan terlihat tulisan Stanley mengakomodasi konflik 

di Kedung Ombo hingga sekitar tahun 1990-an.  

Kajian yang juga mengulas persoalan konflik waduk Kedung  Ombo 

adalah karya Prasetyohadi yang berjudul, Democratic Actors in The Kedung 

Ombo Land Rights Struggle.21 Dari judulnya titik tekan yang diketengahkan 

adalah aktor-aktor yang terlibat dalam perlawanan masyarakat di Kedung Ombo. 

Beberapa aktor yang ia analisis diantaranya LSM, Rama Mangunwijaya, media 

 
20Stanley, loc. cit. 

21Prasetyohadi, Democratic Actor in The Kedung Ombo Land Right 

Struggle (2004), http://democracyandpeace.blogspot.com/2004/11/democratic-

actors-in-kedung-ombo-land.html (diakses 9 Juli 2019). 
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massa dan mahasiswa. Cukup menarik dari tulisan ini bukan hanya membedah 

apa peran yang dimainkan oleh masing-masing aktor tersebut, tetapi juga melihat 

nilai-nilai yang dipegang oleh aktor-aktor tersebut. Analisanya terhadap tiap aktor 

pada dasarnya menggunakan konsep gerakan sosial baru. Persoalan seperti 

kesempatan politik, framing dan analisis budaya masing-masing aktor berusaha 

untuk dibaca. Meskipun demikian, kajian ini bersifat deskriptif semata dengan 

tidak mengambil kesimpulan atas gejala pelaku-pelaku yang bermain dalam 

gerakan perlawanan Waduk Kedung Ombo. 

Berbeda dengan itu, tulisan lain yang mengangkat persoalan Kedung 

Ombo adalah karya Emha Ainun Najib yang berjudul, Gelandangan Di Kampung 

Sendiri: Pengaduan Orang-orang Pinggiran.22 Dalam memahami konflik yang 

terjadi di Kedung Ombo antara pemerintah dengan masyarakat, Najib 

mengartikulasikan gagasannya ke dalam sebuah istilah yang disebut lingsem. 

Lingsem menurutnya adalah kondisi psikologi sosial, dimana telah terjadi 

peralihan objektivitas persoalan ke dalam subyektivitas sosial. Subyektivitas yang 

dimaksudkan adalah ego yang menyangkut harga diri. Persoalan Kedung Ombo 

telah beralih dari kepada masalah harga diri daripada persoalan rill yang dihadapi, 

yaitu konflik pembebasan tanah. Akhirnya yang muncul adalah kondisi ingin 

saling menang, keinginan untuk mengalahkan yang satu terhadap yang lainnya. 

Dengan kata lain, penyelesaian masalah pada dasarnya adalah zero sum game, 

bukan sebuah solusi konkret atau win-win solution yang mungkin bisa dicapai. 

 
22Emha Ainun Najib, Gelandangan Di Kampung sendiri: Pengaduan 

Orang-orang Pinggiran, (Yogyakarta: PT Bentang Pustaka, 2015), hlm. 5. 
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Konsep lingsem yang Najib bangun pada dasarnya adalah akibat 

berkelanjutan, dimana pangkal konflik di Kedung Ombo terletak pada pendekatan 

pemerintah yang tidak simpatik terhadap masyarakat. Menurutnya permasalahan 

di Kedung Ombo sebenarnya dapat diatasi sejak awal jika pemerintah mau 

melakukan perundingan kepada masyarakat atas standar ganti rugi, tetapi dengan 

cara sportif dan demokratis. Karena tidak terjadinya pendekatan yang demikian 

menyebabkan terjadinya konflik yang berbuntut pada lingsem. Oleh sebab itu, 

sekalipun Emha Ainun Najib melihat persoalan dari kacamata kognisi, tetapi 

variabel budaya yang berupa keengganan penduduk untuk pindah tidak 

mendapatkan sorotan olehnya. 

Naskah akademik lainnya yang mengangkat persoalan Kedung Ombo 

adalah kajian Abdul Muntholib. Dalam papernya yang berjudul From Dry-Land 

Farming to Karamba: The Impact of Kedung Ombo Reservoir For Sosio-Cultural 

Change in Wonoharjo, Indonesia,23 Abdul Muntholib mengungkapkan ada 

perubahan sosial-budaya yang dialami masyarakat Wonoharjo akibat 

pembangunan waduk Kedung Ombo. Dari makalah ini penulis terbantu untuk 

melihat bagaimana perubahan sosial-budaya itu berlangsung. Meskipun paper ini 

terbatas pada pembahasan perubahan sosial-budaya dari pertanian lahan kering ke 

model karamba dan kurang mencakup perubahan sosial kehidupan masyarakat 

yang lebih kompleks. Menggunakan perspektif yang sama, dengan mengambil 

wilayah yang berbeda dilakukan oleh Ardhi Setyawan Novandi24, menurutnya 

 
23 Muntholib, loc. cit.  

24Ardhi Setyawan Novandi, “Dampak Pembangunan Waduk Kedung 

Ombo Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Petani di Kabupaten 
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dampak pembangunan waduk secara sosial dan ekonomi juga dirasakan oleh 

masyarakat Grobogan, utamanya bagi kalangan petani.  

 Guntur Arie Wibowo25 juga melakukan penelitian terhadap persoalan 

Kedung Ombo. Fokus penelitian itu terletak pada upaya para petani di Kecamatan 

Kemusu untuk melakukan pemberontakan. Sayanganya makna pemberontakan 

hanya dibatasi pada hal-hal yang bersifat reaktif dan abai untuk mengungkapkan 

bentuk-bentuk pasif dari penduduk Kemusu sebagai bentuk protes. Penelitian ini 

juga terbatas pada tahun 1990-an sehingga tidak mampu menghadirkan 

bagaimana kehidupan mereka yang masih melakukan protes hingga tahun-tahun 

berikutnya. 

  Penulis memakai pula laporan World Bank yang berjudul Involuntary 

Rersettlement The Large Dam Experience.26 Laporan ini memuat tentang 

pengalaman pembangunan bendungan-bendungan di berbagai negara, tak 

terkecuali Indonesia yang sebagian proses pembangunannya di danai oleh World 

Bank. Dari sini penulis terbantu, contohnya laporan ini memuat jumlah jiwa yang 

terdampak atas pembangunan waduk. Tak berhenti disitu dijabarkan pula 

bagaimana upaya relokasi yang dilakukan dan seperti apa realisasinya di 

lapangan. 

 

Grobogan Tahun 1989-1998”, dalam Skripsi di Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu 

Sosial Universitas Negeri Semarang, 2019. 

25Guntur Arie Wibowo, “Pemberontakan Petani Di Kecamatan Kemusu-

Boyolali 1985-1993” Journal Seunneubok Lada, 2014 Volume 1, Nomor 1, hlm. 

8-14. 

26World Bank, “Involuntary Rersettlement The Large Dam Experience”, 

dalam Precis, World Bank, 2000, Number. 194, hlm. 4. 
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 Dalam perspektif dialektika mengenai dampak positif maupun negatif 

terhadap pembangunan waduk Kedung Ombo dikaji oleh Irene Hadiprayitno.27 

Hasil penelitiannya menunjukan bahwa ada perdebatan antara pihak donatur 

pembangunan yakni, World Bank dengan berbagai Media maupun LSM yang 

mencoba menceritakan fakta lapangan. Perdebatan ini dapat dilihat dari klaim 

sepihak World Bank dan pemerintah Indonesia yang menganggap problem di 

Kedung Ombo telah selesai. Namun demikian, munculnya pemberitaan yang 

menarasikan masalah Kedung Ombo sebagai sebuah proyek yang gagal dalam 

mengakomodir hak-hak warga yang terdampak oleh media dan LSM, menjadi 

sebuah kritik terhadap pemerintah selaku pihak pelaksana proyek dan sekaligus 

terhadap donatur proyek tersebut. 

 Dari berbagai macam kajian di atas, minim literatur yang mengkaji 

persoalan waduk Kedung Ombo, khususnya di Kemusu dalam perspektif sejarah 

yang menempatkan korban pembangunan waduk Kedung Ombo sebagai subyek 

sejarah. Selain itu, dari lingkup temporal berbagai literatur di atas, belum ada 

yang mengkaji mengenai tema resistensi warga di Kemusu dalam menghadapi 

pembangunan waduk Kedung Ombo pada rentan waktu 1985 hingga 2002. 

Berbagai penelitian di atas lebih banyak berkonsentrasi pada tahun 1990-an. 

Tulisan Stanley memang mengetengahkan masalah yang terjadi di Kedung Ombo, 

tetapi pembahasan mengenai warga Kemusu yang bertahan hanya sebatas sebagai 

salah satu fakta pelengkap dalam kajiannya yang memiliki ruang lingkup lebih 

luas (Kedung Ombo). Selain itu juga terbatas pada sisi temporal tahun 1990-an. 

 
27Hadiprayitno, loc. cit.  
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Demikian juga tulisan Guntur Arie Wibowo, yang sekalipun mengkaji 

permasalahan Kedung Ombo dengan mengambil lingkup spasial di Kemusu, 

namun terbatas di sisi temporal pada 1990-an sehingga tidak menghadirkan sisi 

kehidupan setelah tahun itu yang sebenarnya banyak terjadi peristiwa penting, 

yang sayang bila tidak dihadirkan dalam penulisan sejarah. Demikian juga tulisan 

Aditjondro, Abdul Muntholib, Nusantara dan Budiman Tanurejo, serta Emha 

Ainun Najib, dimana mereka membangun tulisannya berdasarkan perspektif 

mereka masing-masing seperti telah diuraikan di atas. Kalaupun tulisan ini ada 

singgungan dengan kajian-kajian di atas, hal itu sebatas penggunaan fakta. Oleh 

sebab itu, sekalipun banyak penulis menjadikan konflik Kedung Ombo sebagai 

tema kajiannya, tetapi tulisan ini berbeda dengan kajian-kajian tersebut.  

 

F. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Ada 

empat langkah yang digunakan dalam penelitian ini: pengumpulan sumber 

(heuristik), pengujian sumber (kritisisme), interpretasi dan penceritaan atau 

penyajian (sinthese dan penulisan).28 

 

 

 
28Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah (Yogyakarta: Yayasan Bentang 

Budaya, 1999), hlm. 89. Penjelasan mengenai metode penelitian sejarah juga 

disebutkan dalam dua buku Kuntowijoyo lainnya yang berjudul Metodologi 

Sejarah dan Penjelasan Sejarah. Lihat juga Wasino, Dari Riset Hingga Tulisan 

Sejarah (Panitia Pengadaan Buku Ajar Gugus Pengembangan Mutu Akademik 

Pusat Penjamin Mutu Universitas Negeri Semarang dan Penerbit Unnes Press: 

2007), hlm. 9. 
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1. Heuristik 

Secara umum sumber yang digunakan dalam penelitian terbagi ke dalam dua 

jenis, yaitu sumber tertulis dan sumber lisan. 

a. Sumber Tertulis 

Ada dua jenis sumber tertulis yang digunakan, yaitu sumber primer kearsipan 

dan sumber sekunder29 yang meliputi berbagai macam karya yang terkait dengan 

masalah Kedung Ombo. Pencarian kedua sumber ini dilakukan dengan cara terjun 

ke lapangan dalam berbagai tempat. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 

Kabupaten Boyolali maupun Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa 

Tengah, banyak didapatkan arsip-arsip yang terkait dengan masalah Kedung 

Ombo. Salah satunya adalah arsip soal relokasi penduduk yang berada di wilayah 

perhutani dan surat keputusan soal ganti rugi lahan bagi warga terdampak 

pembangunan waduk Kedung Ombo, sedangkan salah satu dokumentasi yang 

didapatkan adalah potret masyarakat yang berjuang melawan genangan air waduk.  

Sumber arsip lainnya juga diperoleh dari koleksi perorangan, maupun instansi 

lain. Tokoh-tokoh Kedung Ombo yang saya temui memberikan sumbangan besar 

koleksi arsip mereka dan beberapa kliping dari surat kabar dan majalah. Dalam 

konteks gerakan di Kedung Ombo, mereka adalah orang-orang yang memainkan 

peran aktif, salah satu tokohnya adalah Bapak Jaswadi.  

Banyaknya surat kabar yang membahas mengenai pembangunan waduk 

Kedung Ombo dengan berbagai hal yang menyertainya menjadi salah satu sumber 

 
29Louis Gottschalk, Understanding History: a primer of historical method, 

diterjemahkan oleh Nugroho Notosusanto dengan judul Mengerti Sejarah 

(Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 35. 
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primer yang juga saya gunakan. Mencuatnya berita-berita tersebut pada tahun-

tahun 1989-1990 di berbagai surat kabar ternama seperti, Suara Merdeka, 

Kompas, Kedaulatan Rakyat, Wawasan, Suara pembaharuan, Forum Keadilan 

membatu saya untuk mendapatkan data dan menganalisis persoalan dalam 

pembangunan waduk Kedung Ombo. Berbagai majalah juga menjadi rujukan 

dalam mencari berbagai informasi terkait Kedung Ombo. Diantaranya seperti 

Majalah Tempo, Radar dan Editor. 

Literatur-literatur kepustaaan yaitu buku-buku yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti menjadi sumber tertulis sekunder yang juga digunakan. 

Sumber-sumber yang diperoleh dengan riset kepustakaan berguna sebagai bahan 

pembanding, pelengkap dan penganalisa guna memperdalam permasalahan yang 

dibahas.  

Buku-buku yang dipakai diantaranya karya Stanley berjudul Seputar 

Kedung Ombo, buku berjudul Dua Kado Hakim Agung buat Kedung Ombo: 

Tinjauan Putusan-Putusan Mahkamah Agung Tentang Kasus Kedung Ombo yang 

ditulis oleh Abdul Hakim Garuda Nusantaraa dan Budiman Tanuredjo dan 

beberapa buku lainnya yang terkait. Sedangkan untuk jurnal yang dipakai adalah 

yang memuat karya Abdul Mutolib dan George Junus Aditjondro.  

b. Sumber Lisan    

Sumber lisan dapat dikatakan sebagai informasi yang terkait dengan masalah 

penelitian yang dituturkan oleh orang sebagai pelaku (primer) ataupun orang yang 

mendengar tentang peristiwa (sekunder).30 Untuk masalah Kedung Ombo yang 

 
30 Ibid., hlm. 36.  
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banyak didapatkan informasi dari orang-orang yang secara langsung berhubungan 

dengan masalah Kedung Ombo. Informasi lisan diperoleh dengan cara terjun 

langsung ke lapangan dengan wawancara. Pencarian sumber lisan dalam 

penelilitian ini dibantu oleh beberapa narasumber antara lain, Jaswadi, Sadi, 

Widarti, Jimin, Darsono, Karmono, Senen, Tulus, Suroto, dan Parno. 

2. Kritik Sumber 

Langkah berikutnya dalam penelitian ini adalah kritik sumber. Ada dua 

kritik yang dilakukan, yaitu kritik eksternal dan internal. Dalam tahap ini saya 

melakukan penilaian mana yang relevan untuk dimasukan refrensi dan sumber 

mana yang tidak. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kesahihan sumber dan 

data penelitian.  

3. Interpretasi 

Kuntowijoyo mengatakan jika pada tahap ini adalah biangnya 

subyektivitas penulis yang masuk dalam tulisan mereka.31 Ada dua hal yang 

sebenarnya dapat dipahami atas subyektivitas penulisan. Pertama, karena adanya 

kepentingan dan tendensi. Kedua, subyektivitas sebagai interpretatif akademik. 

Untuk hal yang disebut pertama, sebuah karya ilmiah sudah semestinya dapat 

melepaskan diri dari berbagai macam kepentingan, prasangka dan emosi pribadi 

penulis. Satu-satunya yang dibela adalah kebenaran itu sendiri. Tentunya saja 

kebenaran yang dimaksud adalah interpretasi subyektif penulis yang didasarkan 

pada data dan konsep yang dipegang. Dalam kategori kedua ini, maka penulisan 

 
31 Kuntowijoyo, op. cit., hlm. 100. 
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sejarah secara akademik adalah sah, sebab mendasarkan diri kepada metodologi.  

Pada tahap ini saya pun mulai melakukan praktik menafsirkan fakta-fakta yang 

diperoleh dari data yang telah diseleksi. 

4. Historiografi 

Tahap terakhir dalam penelitian ini adalah historiografi, dimana saya 

melakukan penulisan sejarah yang terejawantah dalam tulisan ini. Penulisan yang 

dipakai menggunakan bahasa Indonesia dengan ejaan yang disempurnakan. 

Beberapa istilah lokal juga dipakai untuk memeperjelas pemahaman masyarakat 

yang bersangkutan, tetapi disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia yang 

berlaku. 

Dari segi penulisan, penyajian narasi yang dipakai berbentuk tematik. 

Namun demikian, hubungan antar bab dalam tulisan ini sebisa mungkin dibangun 

berdasarkan hubungan waktu agar aspek perubahan yang membangun kontinuitas 

antar bagian dapat dipahami dengan baik. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan merupakan urutan dari pembahasan yang ada di 

dalam tulisan ini. Penulisan dalam penelitian ini dimulai dari pendahuluan yang 

isinya memuat uraian mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, ruang lingkup, kajian pustaka, metode penelitian dan 

sistematika penulisan yang tertuang dalam Bab Satu. Penulisan dilanjutkan 

dengan pembahasan mengenai penjabaran watak pemerintahan Soeharto yang 

berkuasa secara politis dan menerapkan pembangunan secara otoriter. Watak ini 



19 
 

 
 

salah satunya termanifestasikan dalam pembangunan waduk Kedung Ombo. 

Pembahasan ini tertuang dalam bab dua. Dalam bab tiga, memuat alasan-alasan 

warga dalam melakukan penolakan terhadap pembangunan waduk. Alasan ini 

terkait dengan kompensasi besaran ganti rugi yang dinilai masyarakat tidak 

sepadan dengan harga tanah di sekitaran Kemusu.  Pembahasan di bab selanjutnya 

lebih mengarah pada berbagai bentuk upaya masyarakat Kemusu yang bertahan 

dalam menghadapi genangan air waduk yang semakin naik pasca pintu waduk 

ditutup. Realitas ini kemudian menimbulkan kepedulian dari mahasiswa, ormas 

hingga LSM. Beberapa diantaranya mengunjungi lokasi Kemusu dan juga 

mengadakan aksi untuk menyuarakan penderitaan yang dialami masyarakat di 

lokasi genangan. Akhirnya, berbagai kampanye itu mampu untuk membuat 

pemerintah mulai mengakomodasi keinginan masyarakat dan diwujudkan dengan 

kebijakan yang kooperatif bagi sebagian warga yang masih bertahan di lokasi 

waduk. Penulisan penelitian ini diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang tertuang 

dalam bab lima. 
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BAB 2 

PEMBANGUNAN VERSUS PENGGUSURAN 

 

A. Kuasa Politik Orde Baru 

Soeharto merupakan presiden Republik Indonesia yang kedua setelah 

menggantikan Soekarno pasca melalui tragedi kemanusian luar biasa pada 1965, 

yang kemudian dikenal sebagai gerakan G 30 S.1 Pada pemerintahan Soeharto atau 

yang akrab dikenal sebagai masa pemerintahan Orde Baru segala aktivitas politik 

dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah dengan dalih menjaga stabilitas nasional, 

hingga tak ada satupun partai yang mampu menyaingi Golkar, selaku kendaraan 

politik Soeharto dan semua rakyat dibuat bungkam olehnya.2  Di Bidang Ekonomi, 

 
1Peristiwa G 30 S dianggap banyak pihak sebagai bagian dari Kudeta 

Merangkak Soeharto. Peristiwa ini disebut juga sebagai Gestapu (Gerakan Tiga 

Puluh September) atau juga Gestok (Gerakan Satu Oktober), namun karena 

kepentingan politik Seoharto, maka selama masa pemerintahanya peristiwa ini 

lazim disebut sebagai G30S/PKI 1965. Tiga kekuatan politik utama bangsa yang 

kala itu diwakili partai dan ideologi PNI, Partai Islam, dan PKI harus saling serang 

dan membantai pada peristiwa gerakan G30S. Terlepas dengan segala 

kontroversinya peristiwa ini menyisakan konflik dan dampak yang berkepanjangan. 

Tentu dalam hal ini PKI menjadi perhatian karena dianggap sebagai dalang atas 

hilangnya nyawa 7 Jenderal waktu itu dan dicap sebagai pihak yang akan 

melakukan pemberontakan. Namun seiring banyaknya studi dan penelitian mulai 

banyak yang berdalih bahwa, dalam berbagai kesimpulan justru mengungkap PKI 

hanyalah kambing hitam guna melanggengkan posisi Soeharto untuk naik ke 

puncak singgasana dengan CIA (Amerika Serikat) berada dibelakangnya. Lihat: 

Herman Dwi Cipta, Kontroversi G 30 S, (Jakarta: Palapa, 2013), hlm.176. Lihat 

juga Baskara T Wardaya, Membongkar Supersemar Dari CIA Hingga Kudeta 

Merangkak Melawan Bung Karno, (Yogyakarta: Galang Press, 2009).  

2Kuasa posisi politik Soeharto semakin kentara tatkala pada 1975 

pemerintah dengan berani melakukan perampingan partai menjadi hanya tiga 

partai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golkar, dan Partai Demokrasi 

Pembangunan (PDI). PPP adalah fusi dari empat partai politik Islam (NU, Parmusi, 

PSII, dan Perti). Sedangkan PDI adalah fusi dari PNI, Parkindo, Partai Katolik, 

IPKI (Ikatan Pejuang Kemerdekaan Indonesia), Murba. Lihat: Phil Gustiana IM, 

Wajah Toleransi NU:Sikap NU Terhadap kebijakan Pemerintah Atas Umat Islam, 

(Jakarta: RM books, 2012), hlm. 86. 
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melalui Undang-undang Penanaman Modal Asing (UUPMA), Soeharto mulai 

membuka keran penanaman modal asing dengan dikeluarkannya Undang-Undang 

No. 1 tahun 1967 yang didalamnya memuat dibolehkannya pemodal asing memiliki 

saham 5% dalam sektor strategis yang semula pada masa pemerintahan Soekarno 

ditutup. Setahun berselang, kebijakan ini kembali dilonggarkan dengan Undang-

undang No. 6  Tahun 1968 yang mana kepemilikan asing mulai bertambah menjadi 

49% sebagai upaya untuk menggenjot pembangunan di tanah air.3  

Kebijakan penanaman modal asing jelas menjungkirbalikkan semangat dari 

UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau dikenal 

dengan Undang-Undang Pembaruan Agraria (UUPA). Hal ini dapat dipahami 

mengingat, masuknya kapital atau modal yang mengusung semangat pembangunan 

akan membutuhkan ruang, terkhusus adalah lahan.  Lahan diperlakukan sebagai 

komoditas di bawah kapitalisme yang berfungsi menggerakkan arus modal untuk 

menghasilkan akumulasi nilai.4  

UUPA merupakan produk revolusioner perundang-undangan yang 

mengatur distribusi lahan di tanah air yang semula sempat lahir di masa 

pemerintahan Soekarno pada 24 September 1960, namun sayangnya belum sempat 

dilaksanakan sama sekali. Undang-undang ini antara lain mengatur pembatasan 

penguasaan tanah, kesempatan sama bagi setiap warga negara untuk memperoleh 

 
3Syamsul Hadi dkk, Kudeta Putih: Reformasi dan Pelembagaan 

Kepentingan Asing dalam Ekonomi Indonesia, (Jakarta: Indonesia Berdikari, 

2012), hlm 18. 

4Neil Smith, Uneven Development: Nature, Capital and the Production of 

Space, (Oxford:  Ideas – Basil Blackwell (1991)), hlm. 94-96. 
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hak atas tanah, pengakuan hukum adat, serta warga negara asing tak punya hak 

milik.  Lahirnya UU Penanaman Modal Asing yang kemudian dilanjutkan dengan 

lahirnya pula UU Pokok Kehutanan, dan UU Pertambangan, akan berdampak 

terhadap status suatu lahan atau tanah yang rentan untuk menjadi sebuah komoditas 

yang diperebutkan. Hal ini kemudian memicu banyaknya konflik perampasan tanah 

yang dilakukan oleh pemerintahan Soeharto sekaligus menjadi bukti pengkhianatan 

terhadap mandat UUPA.5 

Kebijakan di atas bagi pemerintah adalah sebuah langkah yang ditempuh 

untuk merealisasikan paradigma developmentalisme yang dianut oleh pemerintah 

Orde Baru. Developmentalisme sendiri merupakan sebuah diskurs pembangunan 

yang diciptakan negara-negara maju untuk mendominasi negara-negara 

berkembang. Mereka menggunakan alasan untuk memecahkan masalah 

keterbelakangan yang dirancang setelah Perang Dunia Kedua.  Setelah dilontarkan 

diskurs pembangunan, tidak saja mereka melanggengkan dominasi dan eksploitasi 

ekonomi pada negara dunia ketiga, tetapi diskurs pembangunan itu sendiri justru 

menjadi media penghancur segenap gagasan alternatif rakyat Dunia Ketiga 

terhadap kapitalisme.6 

Dalam paradigma demikian, pemerintah menerapkan konsep Trilogi 

pembangunan yang dipandang sebagai kata kunci untuk merealisasikan 

 
5Hendri F. Isnaeni, Reforma Agraria: Konflik Agraria Terjadi Karena 

UUPA Tidak Dijalankan,  (Jakarta: Historia, 2012), hlm. 4. 

6Mansour Fakih, Runtuhnya Teori Pembangunan, (Yogyakarta: Insist Press, 

2011) hlm. 186. 
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kemakmuran masyarakat. Ada tiga hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama 

terpeliharanya stabilitas nasional yang dinamis; terjadinya pertumbuhan ekonomi 

yang tinggi; dan terjadinya pemerataan pembangunan.7 Konsep ini 

termanifestasikan dalam bentuk program Replita 5 tahunan yang menjadi payung 

hukum dalam menjalankan proyek-proyek pembangunan.8  

 Segala kebijakan tentang pembangunan kemudian diperkuat dengan model 

pemerintahan yang sentralistik, yang mana segala kebijakan diatur, direncanakan, 

serta dikontrol oleh pusat. Pada pemerintahan orde baru, rakyat tak mampu berbuat 

banyak hal, kecuali tunduk pada segala keputusan pemerintah. Wajah pemerintahan 

saat itu lebih banyak sebagai manifestasi dari penguasa yang otoriter, tidak 

kompromistis dan menentukan segalanya. Di lain hal, dalam kondisi saat itu tak ada 

satupun kekuatan poltis di tanah air yang mampu mengintervensi kebijakan 

Soeharto.9 

Kebijakan pembangunan proyek-proyek kemudian berimbas pada 

eksploitasi pemanfaatan lahan yang meningkat. Pemerintah gencar melakukan 

pembebasan lahan demi memperlancar proyeknya. Saat itulah terjadi banyak 

 
7Trilogi ini ini sering dikenal sebagai stabilitas, pembangunan, dan 

pemerataan. Dalam penerapannya pemerintah ode baru beranggapan bahwa dalm 

menciptakan stabilitas negara dibutuhkan satu ideologi dalam segala bidang. 

Kehidupan politik dan konflik ideologi yang tinggi pada masa orde lama dinilai 

tidak kondusif dalam menciptakan berjalannya pembangunan bangsa.  Lihat: 

Sulastomo, Hari-hari yang Panjang: Transisi Orde Lama ke Orde Baru, (Jakarta: 

Kompas, 2008), hlm. 91. 

8Baskara T Wardaya, "Menengok Kembali Pemerintahan Soeharto dan 

Orde Baru Secara Kritis", dalam  Soeharto Sehat, Asvi Warman Adam (ed), 

(Yogyakarta: Galang Press, 2006), hlm. 26. 

9Samuel Gultom, Mengadili Korban Praktek Pembenaran Terhadap 

Kekerasan Negara, (Jakarta: ELSAM, 2003), hlm. 13. 
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gejolak perampasan tanah. Kasus Tapos pada 1971 dalam pembuatan lapangan 

golf, yang mana PT Rejo Sari Bumi (RSB) yang sebagian besar sahamnya dimiliki 

anak-anak Soeharto merampas lahan petani Desa Cibedug dan desa lain di 

sekitarnya untuk mewujudkan obsesi Soeharto memiliki ranch. Tanah seluas 31,6 

hektare itu dibuldoser untuk pembangunan lapangan golf Cibodas. Petani 

penggarap dan buruh dipaksa menerima uang ganti rugi sebesar Rp 30 per m2. 

Kasus perampasan semacam itu juga terjadi di belengguan Situbondo, kasus 

pariwisata di Parang Gupito, kasus di Majalengka hingga kasus di Sumenep.10  

Tindakan serupa diterapkan pemerintah tatkala Soeharto membangun 

berbagai proyek waduk atu bendungan di Jawa.11 Mulai dari perencanaan waduk 

Jipang di Jawa timur, waduk Gajah Mungkur dan Mrica di Jawa tengah, serta 

bendungan Saguling dan Cirata di Jawa Barat.12 Di Jipang, waduk ini 

 
10Dianto Bachriadi dan Anton Lucas, Merampas Tanah Rakyat: Kasus 

Tapos dan Cimacan, (Jakarta: KPG bekerja sama dengan Yayasan Adikarya Ikapi 

dan Ford Foundation, 2001), hlm. 8. 

11Secara hukum, landasan pemerintah dalam membangun waduk maupun 

bendungan adalah Undang-undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Dalam 

pelaksanaannya diterbitkan pula Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 

Tahun 1984 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ke Empat (1984/1985-

1988/1989). Tujuan pembangunan waduk maupun bendungan ini dijelaskan dalam 

Bab I yang memuat Tujuan dan Sasaran-Sasaran Pokok Pembangunan. Dalam 

dokumen tersebut dijelaskan bahwa pembangunan waduk ditujukan untuk 

menanggulangi kekurangan air pada musim kemarau seperti: kebutuhan air minum, 

pertanian, serta penyediaan air industri dan kelistrikan, penggelontoran drainase 

kota dan pengendalian banjir. Program pembangunan waduk ini kemudian masuk 

dalam Daftar Isian Proyek (DIP) yang setiap tahunnya diserahkan Presiden kepada 

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Lihat: Kepres Nomor 21 tahun 1984 Tentang 

Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat (Repelita IV) 1984/85-1988/89.   

12George J. Aditjondro, “Large Dam Victims and Their Defenders: The 

Emergence of An Anti-dam Movement in Indonesia”, dalam Philip Hirsch and 

Carol Warren (eds.), The Politics of Environmental in Southeast Asia: Resources 

and Resistance, (London dan New York: Routledge, 1998), hlm. 29-54. 
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menenggelamkan 7.000 Ha tanah yang dihuni 50.000 jiwa. Hal serupa terjadi di 

Wonogiri, pembangunan waduk Gajah Mungkur yang berlangsung sejak 1978 

harus diterima warga dengan hanya mendapat ganti rugi Rp 280 per m2, padahal 

harga pasaran Rp 500 per m2. Di Mrica Banjarnegara juga terjadi hal yang sama, 

pembangunan bendungan untuk PLTA yang dimulai pada 1982 ini berakhir dengan 

kekalahan rakyat yang harus rela digusur negara.13 Begitupun yang terjadi di 

Saguling dan Cirata Jawa Barat di tahun yang sama.14 

Dalam kasus Kedung Ombo yang sebagian besar dana pembangunannya 

merupakan pinjaman Bank Dunia dan Bank Exim Jepang misalnya, rakyat diminta 

 
13Laporan-laporan ini ditulis oleh George Junus Aditjondro pula dalam 

sebuah kata pengantar untuk buku Seputar Kedung Ombo yang ditulis oleh Stanley. 

Pengantar ini cukup panjang karena termuat dalam 20 halaman. Stanley, Seputar 

Kedung Ombo, (Jakarta: ELSAM, 1994), hlm. 17-37. 

14Selain didukung oleh kebijakan Undang-undang Penanaman Modal Asing 

dan ideologi pembangunan, program pembangunan waduk merupakan aplikasi dari 

Revolusi Hijau yang berorientasi untuk mencapai intensifikasi hasil pertanian. 

Revolusi Hijau sendiri pertama kali tercetus di Meksiko ketika pakar agronomi asal 

Amerika Serikat, Norman Borlaug, berupaya membawa konsep pertanian modern 

Amerika Serikat ke Meksiko guna merubah konstelasi pangan dan pertanian di 

negara tersebut.  Feeding the worlds growing population, adalah semboyan 

optimisme yang dibawa program Revolusi Hijau untuk dikampanyekan ke berbagai 

negara di dunia melalui U.S Agency for International Development (USAID). Di 

Indonesia program itu deiterjemahkan ke dalam apa yang disebut sebagai Panca 

Usaha Tani, yang antara lain berisi: (1) Pengunaan bibit unggul; (2) Pemupukan; 

(3) Pemberantasan hama dan penyakit; (4) Pengairan; (5) Perbaikan dalam cara 

bercocok tanam. Bendungan/ waduk sendiri merupakan terjemahan atas program 

tersebut pada poin 4 dan mendapat prioritas dalam Program Replita pada masa Orde 

baru. Namun demikian, perlu diingat bahwa Revolusi Hijau bukanlah sebentuk 

kemajuan IPTEK yang sama sekali bebas kepentingan, realitasnya istilah Revolusi 

Hijau kerap dilawankan dengan istilah “Revolusi Merah”  yang mana pada dekade 

1950-an hingga 1960-an hampir separuh rezim di dunia mengatasnamakan diri 

berpijak di atas nilai-nalai marxisme. Wahyu Budi Nugroho, “Konstruksi Sosial 

Revolusi Hijau di Era Orde Baru”, dalam Journal on Socio-Economics of 

Agriculture and Agribusiness, 2018 Volume 12, Nomor 1, hlm. 56-62. 
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pindah dari tanah-tanah miliknya yang akan dipakai untuk keperluan proyek.15 

Dengan dalih Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15/1975 tentang Ketentuan-

Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, pemerintah merasa legal dalam 

memaksa rakyat untuk menyerahkan tanahnya terhadap pemerintah sebagai obyek 

pembangunan.16 Mereka tidak punya pilihan lain, kecuali harus bertransmigrasi  

atau pindah ke permukiman baru. Rakyat tidak diberi kesempatan untuk menawar 

atau mewakili diri mereka dalam proses musyawarah, karena langsung disodori 

surat pernyataan untuk kesedian menerima ganti rugi uang sebesar yang telah 

ditetapkan.17 

 

B. Tatanan Masyarakat yang Terusik 

Mayoritas penduduk Kemusu yang terkena dampak pembangunan waduk 

Kedung Ombo bermata pencaharian sebagai petani. Ada petani penggarap sendiri 

dan buruh tani. Terdapat 8.398 orang yang menjadi petani penggarap sendiri dan 

7.491 orang bekerja sebagai buruh tani, sedangkan lainnya bekerja sebagai buruh 

industri sebanyak 796 orang, buruh bangunan jumlahnya ada 2258 jiwa. Terdapat 

pula pedagang yang bisa dibilang sebagai matapencaharian minoritas di Kemusu 

 
15Stanley, Seputar Kedung Ombo, (Jakarta: ELSAM, 1994), hlm. 79. 

16Karmono, “Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Pengadaan 

tanah untuk Proyek pembangunan Waduk Kedung Ombo di Wilayah Kabupaten 

Boyolali (Kajian Sosio-Yuridis pada Efektifitas Hukum Guna Melindungi 

Golongan yang Lemah dalam Masyaraka)”, Tesis Jurusan Hukum Fakultas Hukum 

di Universitas Diponegoro, 2005, hlm. 21. 

17Isdiyanto, Menyelami Kedung Ombo, (Semarang: Kelompok Diskusi 

Wartawan Provinsi Jawa Tengah, 2003), hlm. 4-5. 
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yakni 130 orang, sedangkan jumlah pegawai di Kemusu terdapat 517 orang atau 

jiwa. Data selengkapnya bisa dilihat dalam tabel 1 yang disajikan di bawah ini. 

Tabel 1: Jumlah Penduduk di Kemusu Menurut Mata Pencaharian 1983 

Desa Petani 

Sendiri 

Buruh 

Tani 

Buruh 

Industri 

Buruh 

Bangu- 

nan 

Peda- 

gang 

Pega- 

wai 

1. Kamuman 720 860 365 330 15 36 

2. Kendel 1412 552 142 150 - 69 

3. Bawu 752 1517 38 180 - 21 

4. Klewor 560 482 28 67 10 45 

5. Sarimulyo 335 327 - 216 17 19 

6. Watugede 341 87 6 25 - 12 

7. Ngrakum 521 87 35 67 28 32 

8. Genengsari 257 35 41 212 36 127 

9. Kemusu 772 642 16 312 13 37 

10. Lemahireng 212 335 86 324 - 12 

11. Guwo 360 174 7 125 2 64 

12. Nglanji 875 1800 32 145 3 11 

13. Wonoharjo 1281 773 - 107 6 32 

Jumlah 8398 7491 796 2258 130 517 

Sumber: Kecamatan Kemusu dalam Angka 1983, BPS Boyolali 

 

Banyaknya jumlah petani di Kemusu tidak terlepas dari kondisi kesuburan 

wilayah tersebut. Hal ini berdampak terhadap produktivitas hasil pertanian di 

Kemusu. Dengan menggunakan data di tahun 1983 terdapat 8.398 petani 

penggarap, mereka mampu menghasilkan 7.075 ton padi sawah, 607 ton padi 

ladang, 7.700 ton jagung, 5.717 ton ketela pohon, 150 ton kacang tanah, 179 ton 

kedelai. Artinya bila kita rata-rata satu petani penggarap di kemusu dalam jangka 

satu tahun dapat menghasilkan 0,85 ton padi sawah; 0,073 ton padi ladang; 0,92 ton 
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jagung; 0,68 ton ketela pohon; 0,02 ton kacang tanah; 0,02 ton kedelai.18 Hasil ini 

bahkan lebih dari cukup untuk dikonsumsi sehari-hari. Mereka juga menghasilkan 

buah-buahan seperti pisang, nangka dan lain-lain. Hasil pertanian ini selain 

digunakan untuk konsumsi pribadi dan sisanya umumnya dijual ke kota atau 

wilayah lain.19  

Tabel 2. Produksi Pertanian di Kemusu dari tahun 1980-1984 

Tahun  Padi 

sawah 

(ton) 

Padi 

Ladang 

(ton) 

Jagung 

(ton) 

Ketela  

Pohon 

(ton) 

Kacang 

Tanah 

(ton) 

Kedelai 

(ton) 

1980 6.029 - 4.570 9.721 263 158 

1981 8.884 1.350 7.848 14.412 560 192 

1982 9.196 - 1.427 4.539 167 222 

1983 7.075 607 7.700 5.717 150 179 

1984 8.306 749 6.459 9.030 369 353 

Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Boyolali, Kabupaten Boyolali dalam angka

 `1980-1984 

 

Menurut penuturan Senen mereka terkadang menjual hasil buah-buahan 

seperti pisang sampai ke pasar Legi di Solo. Meskipun jauh, menurutnya ini adalah 

cara agar mendapatkan keuntungan lebih, karena harga di pasar Solo jauh lebih 

tinggi bila dibandingkan di sekitaran Boyolali. Tak hanya hasil buah, dia bahkan 

menjual bambu pula. Perjalanan dari Kemusu ke Solo ditempuh dengan jalan kaki. 

 
18Angka-angka ini merupakan hasil kalkulasi penulis dengan mengacu pada 

data laporan BPS Kabupaten Boyolali di tahun 1983. Angka-angka kalkulasi ini 

mnejadi penting untuk menunjukan seberapa jauh hasil pertanian di Kemusu waktu 

itu. Produktivitas ini menjadi penting untuk menilai seberapa jauh tingkat 

perekonomian di Kemusu sebelum dibangunnya waduk. 

19Stanley,op.cit., hlm. 45 
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Perjalanan tersebut membutuhkan waktu sampai dengan 8 jam. Senen berangkat 

sekitar jam setengah 5 setelah menunaikan shalat Subuh. Selama perjalanan mereka 

bisa sampai beristirahat 3-5 kali tergantung dengan beratnya barang dagangan yang 

mereka bawa. Sampai di Solo, orang-orang Kemusu seperti Senen menginap di 

rumah saudara sebelum keesokan harinya kembali lagi ke Kemusu.20  

Secara ekonomi, penduduk Kemusu bila dilihat dari tingkat penghasilan 

yang diperoleh dapat dikatakan cukup besar. Misalnya di desa-desa di lingkungan 

proyek Kedung Ombo, seorang buruh tani dapat menerima upah Rp 500,- per hari 

untuk 4 jam kerja.21 Para buruh tani biasanya bekerja pagi mulai jam 7 hingga jam 

11. Mereka kemudian kembali bekerja pukul 2 sampai jam 5, artinya dalam sehari 

seorang buruh tani bisa mendapatkan penghasilan sampai Rp 800,-. Seorang tukang 

kayu dapat memperoleh Rp 750,- untuk 1 hari kerja. Seorang pembuat anyaman 

bambu dapat memperoleh penghasilan rata-rata Rp 600,- per hari.22 Melihat realitas 

demikian pembangunan waduk akan berdampak  pada kemapanan kehidupan para 

warga di Kemusu, khususnya para petani yang menggantungkan kehidupannya 

pada sisi pertanian. Penghasilan tersebut bisa dibilang di atas rata-rata Upah 

Minimum Kerja (UMK) nasional yang kala itu pada tahun 1980 dipatok sebesar Rp 

600/hari. 23   

 
20Hasil wawancara dengan Senen pada 20 Juli 2018. 

21Nusantara, op. cit., hlm. 9. 

22Stanley, op. cit., hlm. 45 

23Angka ini diambil dari penelitian Tim LPU Universitas Kristen Satya 

Wacana tahun 1981. Sebagai perbandingan, harga beras per kilo pada tahun 1981 

adalah Rp 196,8. Harga beras rata-rata per kg ini adalah untuk menengah di Kota 

Semarang pada bulan Juni 1981. 
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Penjelasan di atas memberikan gambaran bahwa sebelum dibangunnya 

waduk Kedung Ombo, masyarakat di Kemusu memiliki kemandirian ekonomi dan 

pekerjaan petani yang menunjang kebutuhan hidup keseharian mereka. 

dibangunnya waduk Kedung Ombo yang menggusur 3.006 KK di Kemusu justru 

akan berdampak terhadap tatanan kehidupan ekonomi yang telah terbangun. 

Mereka akan kehilangan pekerjaannya sebagai petani dan pendapatannya dari 

sektor pertanian akibat ditenggelamkannya tanah sawah dan tegalan mereka.  

Tabel 3: Jumlah Penduduk Kecamatan Kemusu Sebelum Pembangunan Waduk 

Kedung Ombo 1980-1984 

 

 Tahun  Jumlah Penduduk 

1980 40.489 

1981 41.535 

1982 42.362 

1983 42.923 

1984 43.498 

 

 Sumber: Data diolah dari laporan BPS Kabupaten Boyolali dari tahun 1980-1984 

 

Sementara itu, jumlah penduduk Kecamatan Kemusu, sebagaimaan 

ditunjukan oleh tabel 3, di tahun-tahun sebelum prosesi pembangunan waduk 

Kedung Ombo berlangsung, jumlah penduduk terbilang stabil. Pada tahun 1980 

jumlah penduduk sebanyak 40.489 jiwa. Setahun berselang jumlah ini mengalami 

peningkatan menjadi 41. 535 atau dengan kata lain terjadi pertumbuhan penduduk 

diatas 1.000 jiwa. Pada tahun berikutnya jumlah penduduk terus meningkat menjadi 

42.362 jiwa. Mulailah pada tahun 1983 dan 1984 pertumbuhan jumlah penduduk 

sedikit menurun yakni 42.923 dan 43.498 jiwa. Namun demikian, jumlah 

pertumbuhannya selalu di atas angka 600 jiwa. Artinya, angka-angka ini 
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menunjukan bahwa jumlah penduduk di Kemusu relatif stabil dan belum terjadi 

mobilitas perpindahan penduduk secara masif, sekalipun isu pembangunan waduk 

Kedung Ombo sudah dibicarakan.24 

Sebagian besar penduduk di Kemusu menganut agama Islam. Selain itu, 

terdapat pula pemeluk agama Prostestan dan Katholik, seperti Desa Juwangi dan 

Pilangrejo. Juga agama Hindu dan Budha seperti yang ada di Jerukan, Juwangi dan 

Pilangrejo.25 Selain menjadi penganut agama resmi, sebagian besar orang-orang 

menjalani gaya hidup dan keyakinan kejawen, seperti orang Jawa pada umumnya.26 

Ada beberapa tempat yang masih dikeramatkan oleh penduduk, seperti sebuah 

pohon beringin dan sendang di dekat bukit Juwangi. Sendang Jolotundo yang 

berada di dekat bukit Juwangi, yang pernah menjadi tempat pertapaan Raja 

Pakubuwono X, ramai dikunjungi orang pada hari raya Idul Fitri dan malam satu 

suro. Menurut kepercayaan, orang yang mandi di Sendang Jolotundo pada hari 

tersebut akan awet muda. Selain itu, penduduk juga masih melakukan berbagai 

upacara yang berhubungan dengan penghormatan leluhur seperti Punggahan, 

Nyadran, atau Apitan.27   

 
24World Bank, “Involuntary Rersettlement The Large Dam Experience”, 

dalam Precis, World Bank, 2000, Number. 194, hlm 4. 

25Stanley, op. cit., hlm. 46. 

26Ada sementara pihak yang berpendapat bahwa kejawen bukanlah sesuatu 

yang bisa dikategorikan sebagai keagamaan, tapi menunjukan suatu etika dan gaya 

hidup yang diilhami oleh cara pemikiran Jawaisme. Kejawen dianggap hanya suatu 

sikap khas terhadap kehidupan yang mampu mengatasi perbedaan agama. Lihat: N. 

Mulder, Pribadi Dan Masyarakat Jawa, (Jakarta: Sinar Harapan, 1985), hlm. 43. 

27Nusantara, op.cit, hlm. 9-10. 



32 
 

 
 

Upacara-upacara seperti nyadran dan apitan, adalah bentuk penghormatan 

terhadap jasa leluhur yang telah berjuang sejak jaman penjajahan mempertahankan 

tanah kelahiran yang mereka diami.28 Mereka juga mempercayai bahwa tanah yang 

mereka tinggali merupakan warisan leluhur ini masih memiliki ikatan sakral. Hal 

inilah yang menjadi alasan tersendiri bagi sebagian penduduk menolak ganti rugi 

berupa uang maupun tanah pengganti di tempat lain tatkala pemerintah ingin 

membangun waduk Kedung Ombo dan menggusur penduduk Kemusu. Selain itu, 

penduduk yang sebagian besar tanahnya merupakan warisan, dipesan oleh nenek 

moyangnya untuk tidak dijual. Usaha pembebasan yang disertai ganti rugi berupa 

uang dianggap sebagai pengkhianatan tehadap pesan orang tua.29 Proyek 

pembangunan waduk Kedung Ombo mengundang kekhawatiran penduduk karena 

selain dengan pemberian ganti rugi berupa uang yang jauh dibawah harga standar, 

pemerintah juga memaksa penduduk pindah ke tempat lain, dengan adanya 

transmigrasi atau perpindahan penduduk akan membuat putusnya hubungan 

kekerabatan yang selama ini dijalin dalam ikatan yang kuat.30 Berikut dalam 

gambar 1 ditampilkan  peta wilayah Kemusu sebelum digenangi oleh air waduk 

Kedung Ombo beserta jumlah KK yang mendiami.  

 
28Hasyim Hasanah, “Implikasi Psiko-Sosio-Religius Tradisi Nyadran 

Warga Kedung Ombo Zaman Orde Baru (Tinjaun Filsafat Sejarah Pragmatis)”, 

dalam Wahana Akademika, 2016 Volume 3. Nomor 2, hlm. 27. 

29Stanley, op. cit., hlm. 47.  

30Hasil wawancara dengan Jaswadi dari Desa Kedungmulyo 15 Juli 2018. 
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Gambar 1.  Peta Wilayah Kemusu sebelum Penggenangan waduk Kedung Ombo

 dan Jumlah KK yang Mendiami pada Tahun 1984. 

Sumber: Kecamatan Kemusu dalam Angka 1984, BPS Kabupaten Boyolali 

 

 

C. Ramalan yang Berkembang 

Sebelum pembangunan waduk Kedung Ombo berlangsung, di Kemusu 

berkembang mitos bahwa akan ada tregedi besar. Sebagaimana penuturan warga,  
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mitos itu digambarkan dengan ungkapan Geger Serang Kaping Telu.31 Mitos 

tersebut dilukiskan oleh penduduk seperti berikut, 

Bedahe Serang kang kaping telu kuwi geger tundung. Perange, perang 

brandal. Ana Mangut mangan manggar. Ora ketang sak eyupe payung, 

Serang kuwi dibedah ping pitu ora bakal bisa bedah.”.....32 

 

Kalimat kutipan di atas ditafsirkan masyarakat setempat sebagai keadaan 

akan adanya genangan air besar yang akan menenggelamkan kehidupan mereka. 

Penenggelaman akan mengusir warga karena air akan datang dan semakin naik 

secara cepat untuk memporak-porandakan desa-desa beserta para penghuninya. 

Sementara perang berandal diartikan sebagai permainan yang tidak memakai cara-

cara  jujur, mirip tingkah laku para berandal yang mana rakyat diintimidasi oleh 

oknum aparat. Baik militer maupun sipil.33 

 Adanya ikan yang bisa makan buah kelapa (mangut mangan manggar) 

diartikan oleh orang Kemusu dan penduduk sekitar waduk Kedung Ombo bahwa 

pada saat setelah penggenangan, naiknya permukaan air genangan yang telah 

menenggelamkan pohon kelapa akan membuat buahnya dapat dimakan oleh ikan. 

 
31Geger Serang yang pertama dan kedua sebelumnya telah terjadi. Orang-

orang di Kemusu menyebut pertempuran antara Panembahan Notoprojo melawan 

Belanda sebagai Geger Serang Sepisan. Sedangkan pertempuran Nyi Ageng Serang 

dalam membantu Pangeran Diponegoro dalam perang Jawa sebagai sebuah Geger 

Serang Kaping Loro. Wawancara dengan Jaswadi, 15 Juli 2018. 

32Terjemahan; “Terjadinya Geger Serang yang ke tiga nanti akan mengusir 

penduduk dari tempat tinggalnya sendiri. Perangnya perang brandal. Ada ikan 

mangan buah kelapa. Meskipun tinggal selembarpayung, bumi serang tidak akan 

terbelah  walaupun setiap harinya dibelah tujuh kali.”  Sumber: Senen, Desa 

Kedungrejo, Wawancara 16 Juli 2018. 

33Penjelasan ini didapatkan dari hasil wawancara dengan Jaswadi. 
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Hal tersebut akan diikuti dengan tenggelamnya sebagian kekayaan orang-orang di 

kawasan Serang.34 

 Dengan keyakinan akan kegagalan untuk membelah bumi Serang meskipun 

telah dibelah tujuh kali inilah orang-orang di Kemusu mencoba untuk bertahan di 

tanah kelahirannya. Meskipun Bumi Serang yang tersisa sekarang hanya tinggal 

selebar payung akibat telah terkepung oleh genangan air. Warga Kemusu juga yakin 

bahwa tak ada suatu kekuatan apapun yang bisa mengusir mereka dari Bumi 

Serang. Ada piweling yang sering diucapkan nenek moyang mereka, yang 

berbunyi: Yen besuk ono banjir getih sarap topi, anak putumu klumpukno. Yen ono 

geger Serang maneh, deloken wae saka jendela,..............35 

Pesan tersebut memiliki makna semacam peringatan agar semua orang 

berkumpul dengan anak cucuknya masing-masing pada saat terjadi keributan. Bila 

terjadi dan melihat keributan dihimbau agar hanya menengoknya dari lubang 

jendela saja. Artinya penduduk Kemusu tidak perlu pindah dari tanahnya, meskipun 

terjadi sebuah keributan besar.  

Kehidupan masyarakat juga ditunjang kuatnya nilai budaya yang mengakar 

dan dipercayai oleh penduduk bahwa tanah yang merupakan warisan nenek moyang 

yang ditempati dan digarap secara turun-temurun adalah sah milik penduduk 

sehingga harus dijaga sampai kapanpun. Ungkapan sedhumuk bathuk senyari bumi 

 
34Mbah Suroto, Desa Wonoharjo, wawancara 14 Juli 2018.   

35Menurut Mbah Suroto cerita-cerita yang dia sampaikan merupakan 

ramalan yang disampaikan secara turun temurun. Pengetahuan yang dia miliki 

terkait mitos dan ramalan ini dahulu merupakan warisan dari orang tua dan 

kakeknya yang biasanya diceritakan malam hari sebelum mereka tidur.  
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ditohi nganti pecahing dada wutahing ludiro36 mengobarkan semangat untuk 

mempertahankan setiap jengkal tanah yang dimiliki ketika ada pihak, tak terkecuali 

pemerintah, yang ingin mengusir warga Kemusu dari tanah kelahirannya.37 

Semboyan di atas dahulunya sengaja dimunculkan oleh orang Jawa untuk 

mengobarkan semangat dalam mempertahankan tanahnya dalam peperangan 

melawan Kolonial Belanda. Filosofi mangan ora mangan asal ngumpul,38 juga 

muncul dalam kepercayan banyak pihak. Pada jaman penjajahan Belanda ungkapan 

seperti itu ditanggapi dengan sinisme yang ditafsirkan sebagai sebuah filosofi dari 

kaum pribumi (Jawa) yang pemalas. Filosofi ini sebenarnya muncul tatkala terjadi 

peperangan yang berlarut-larut antara raja Jawa yang berniat mengusir Belanda dari 

tanah Jawa melawan Kolonial Belanda yang dibantu beberapa Pangeran Jawa, 

peperangan tersebut mengakibatkan penderitaan pada rakyat jelata dan kekurangan 

pangan. Rakyat sipil yang tidak mampu berbuat apa-apa lagi, hanya bisa bersikap 

pasrah.  

Pada saat itulah para kerabat enggan berpisah untuk mencari selamat 

sendiri-sendiri, karena di mana-mana situasinya sama saja. Mereka bertekad untuk 

terus berkumpul, meskipun untuk itu berarti mereka bakal ora mangan karena 

persediaan pangan yang tinggal sedikit akan cepat habis bila dimakan banyak 

 
36Soedargo, “Hukum Agraria Dalam Era Pembangunan”, dalam Putri Agus 

Wijayati, Forum Ilmu Sosial, 2008, Volume 13, Nomor 1, hlm. 75. Putri Agus 

Wijayati mengutip Soedargo dalam penelitiannya yang berjudul Pemilikan dan 

Penguasaan Tanah (Desa di Jawa Timur). 

37Pakpahan, Menarik Pelajaran dari Kedung Ombo, (Jakarta: Forum Adil 

Sejahtera, 1990), hlm. 40. 

38Stanley, op. cit., hlm. 101. 
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orang. Dalam anggapan rakyat yang sedang menderita saat itu, persatuan jauh lebih 

penting dan menguntungkan dibandingkan persoalan makanan terutama untuk 

memperkuat semangat dan optimisme untuk terus hidup dan menghadapi musuh 

serta marabahaya secara bersama-sama. Optimisme hidup dan ancaman kematian 

yang datang hanya bisa dihadapi dengan cara bersama dan saling tolong.  

Sementara itu dalam konteks historis, masyarakat berasumsi bahwa 

perjuangan warga Kemusu dalam mempertahankan tanah kelahiran serta menolak 

pembangunan waduk acapkali bertaut kelindan dengan perjuangan panembahan 

Notoprojo, yakni seorang bupati di Serang yang menolak Perjanjian Giyanti39 dan 

memilih tetap berjuang mengusir Belanda dari bumi Mataram. Namun sayangnya 

perjuangan Panembahan Notoprojo ini harus gugur karena ditumpas oleh Belanda 

dan mengakibatkan RA Kustiah atau dikenal sebagai Nyi Ageng Serang dibuang 

 
39Perjanjian Giyanti (13 Februari 1755) adalah buah dari politik adu domba 

pihak Kolonial Belanda untuk ikut campur dalam kerajaan Mataram dan 

memanfaatkan perselisihan di internal kerajaan untuk mendikte salah satu pihak 

demi menumpas segala bentuk perlawanan yang ingin mengusir Belanda dari 

Mataram. Dalam konflik di internal Mataram, Panembahan Notoprojo (Bupati 

Serang) membela Pangeran Mangkubumi yang bergabung dengan Raden Mas said 

untuk bersama-sama dalam berperang melawan Sunan Pakubuwono II yang 

dianggap mendapatkan tahta Mataram dengan tidak sah. Dalam perang ini Sunan 

Pakubuwono II yang mulai kewalahan kemudian dibantu oleh Belanda. praktik 

perang Gerilya yang diapakai oleh Mangkubumi dan Raden Mas Said benar-benar 

membuat pakubuwono kewalahan hingga tewas karena sakit sehingga kemudian 

tahta Mataram dipegang oleh pakubuwono III. Akhirnya agar Mataram tidak jatuh 

ke tangan Mangkubumi dan Raden Mas Said, muncullah inisiasi untuk membuat 

Perjanjian Giyanti, dimana VOC Belanda menjadi inisiator dan dimediator. 

Perjanjian ini membagi Mataram menjadi dua wilayah. Pertama adalah Kesunanan 

Surakarta di bawah pemerintahan Pakubuwono dan kedua adalah Kesultanan 

Yogyakarta yang diperintah oleh Mangkubumi. Dari sinilah Mangkubumi 

dijinakan oleh Belanda dengan memberi kekuasaan di Yogyakarta. Sedangkan 

Raden Mas Said dengan di dukung oleh Panembahan Notoprojo merasa kecewa 

atas hasil perjanjian ini. Joko Darmawan, Mengenal Budaya Nasional Trah Raja-

raja Mataram di Tanah Jawa, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 67. 
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ke Yogyakarta. Selesai masa pembuangan itu, Nyi Ageng Serang kemudian 

kembali terlibat dalam perjuangan melawan Belanda bersama dengan pangeran 

Diponegoro pada Perang Jawa (1825-1830). 

Selama bergerilya melawan Belanda, Nyi Ageng Serang ditengarai pernah 

singgah di beberapa wilayah di Kecamatan Kemusu yang kemudian di abadikan 

menjadi nama desa dan tempat, seperti Nglanji, Ngrakum, Mlangi, Guyuban, 

Kedungiyu dan Kemusu itu sendiri. Bahkan, sungai yang melewati Kemusu pun 

juga dinamai Sungai Serang. Cerita ini kemudian mneybar dari mulut ke mulut  di 

kalangan masyarakat Kemusu dari generasi ke genarasi yang pada akhirnya 

menjadi salah satu motivasi warga Kemusu untuk memilih mempertahankan tanah 

kelahiran dan berjuang menolak pembangunan Waduk Kedung Ombo. 

 

D. Kondisi Geografis 

Daerah genangan waduk Kedung Ombo, terutama yang ada di Kabupaten 

Boyolali tepatnya di Kecamatan Kemusu mempunyai tanah yang cukup subur. Hal 

ini disebabkan karena di sebelah selatan terdapat Gunung Berapi yang masih aktif. 

Sebagian besar material yang keluar bersamaan dengan aktifnya kerja Gunung 

Merapi, menjadi lapisan penyubur tanaman. Lapisan ini dilarutkan oleh air hujan 

menuju sungai utama yaitu sungai Serang. Kemudian menumpuk di daerah lembah 

Sungai Serang,  terutama di daerah Ampel dan Suruh.40 

Sekalipun secara administrasi Kecamatan Kemusu merupakan wilayah 

Boyolali, namun demikian, secara geografis wilayah ini justru lebih dekat dengan 

 
40Stanley, op. cit., hlm. 43. 
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Kecamatan Geyer dan Karangrayung yang masuk dalam wilayah Grobogan serta 

Kecamatan Miri dan Sumberlawang yang masuk dalam Kabupaten Sragen.41 

Berikut adalah peta yang menggambarkan kondisi Kemusu. 

 

Gambar 2: Peta Wilayah Kecamatan Kemusu 

Sumber: Koleksi pribadi Muhammad Zainal Arifin 

 

 
41Kecamatan Kemusu dalam Angka 1984. 
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Luas Kecamatan Kemusu kurang lebih 99,08 km2 atau 9,76% dari seluruh 

luas kabupaten Boyolali dan terletak pada 1100 .22’-1100 bujur timur dan 70.36’-

700,71’ lintang selatan.  Kecamatan Kemusu memiliki ciri-ciri fisik alam dengan 

sebelah selatan dan barat dikelilingi pegunungan kapur yaitu pegunungan Kendeng 

Selatan, dengan sungai besarnya Sungai Serang yang membelah Kecamatan 

Kemusu menjadi wilayah utara dan selatan. 

Sebagian besar wilayah tersebut terdiri dari pegunungan kapur dengan 

kondisi tanah termasuk jenis litosol, regosol dan margalit gromosol serta crumosol. 

Berada di atas ketinggian 75 sampai 400 M diatas permukaan laut, sehingga pola 

pertanian yang dimiliki sebagian besar adalah sawah dan tegalan yang biasa 

ditanami palawija.42 

Penjelasan di atas menunjukan bahwa pembangunan waduk di Kemusu 

akan menenggelamkan areal lahan yang subur. Hal ini tentu berdampak terhadap 

areal pertanian yang secara otomatis berkesinambungan dengan kehidupan 

masyarakat di Kemusu secara luas. Kehilangan lahan pertanian, mata pencaharian 

ataupun sumber perekonomian, dan juga harapan hidup adalah beban yang harus 

diterima oleh warga Kemusu yang terdampak oleh pembangunan waduk Kedung 

Ombo.  

 

 
42Kecamatan Kemusu dalam Angka tahun 1984. 
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BAB 3 

ANCAMAN EKSISTENSI RUANG DAN KEHIDUPAN 

 

A. Entitas yang Terabaikan 

Proyek besar Kedung Ombo merupakan proyek lapar tanah sehingga 

membutuhkan lahan yang amat luas. Luas genangan Waduk Kedung Ombo bila 

ketinggian air mencapai elevasi 95,0 m adalah sebesar 6.125 Ha. Artinya, 6.125 Ha 

luasan tanah yang mesti dibebaskan untuk kebutuhan proyek Bendungan Waduk 

Kedung Ombo.1 Areal itu terdiri dari 2.230 Ha sawah, 985 Ha pekarangan, 2.655 

Ha tegalan, 30 Ha perkebunan dan sisanya merupakan hutan. Waduk Kedung Ombo 

menenggelamkan 37 desa di empat Kecamatan dalam tiga kabupaten.2 

Di Kabupaten Boyolali, Proyek Waduk Kedung Ombo akan menenggelamkan 

tanah seluas 1503, 6792 Ha yang berdampak terhadap keberadaan 9 desa. Desa 

tersebut diantarannya Wonoharjo, Lemahireng, Watugede, Nglanji, Genengsari, 

Kemusu, Sarimulyo, Bawu dan Klewor yang secara administratif masuk dalam 

Kecamatan Kemusu.3 

Kebutuhan lahan yang luas, sebagaimana penjelasan di atas tidak terlepas 

dari besarnya waduk Kedung Ombo yang dibangun. Bangunan waduk itu berbentuk 

seperti tapal kuda. Terdiri dari tubuh bendungan utama sepanjang 1,6 Km, 

 
1Stanley, Seputar Kedung Ombo, (Jakarta: ELSAM, 1994), hlm. 43. 

2Abdul Hakim G. Nusantara dan Budiman Tanuredjo, Dua Kado Hakim 

Agung Buat Kedung Ombo, (Jakarta: ELSAM, 1997), hlm.7-8. 

3Abdul Muntholib, “From Dry-Land Farming to Karamba: The Impact of 

Kedung Ombo Reservoir for Sosio-Cultural Change in Wonoharjo, Indonesia”, The 

Social Science II, 2016, Volume 13, hlm. 3342. 
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bangunan pelipah, bangunan penyadap, pembangkit listrik tenaga air dan 

terowongan penggelak. Waduk Kedung Ombo memiliki daya tampung air sebesar 

65 juta meter kubik, dengan luasan permukaan waduk sekitar 47 Km persegi. 

Ketinggian permukaan air minimal 64,50 meter dan maksimal 90 meter. Ketinggian 

air normal 7,50 meter. Air waduk akan meluap apabila permukaan air mencapai 

elevasi 95 meter.4  

Besarnya bangunan waduk yang memiliki daya tampung air besar pula, 

akan menenggelamkan kawasan hutan, sawah, tegalan hingga permukiman warga.  

Artinya pembangunan waduk ini akan menghilangkan ekosistem di kawasan-

kawasan tersebut dan juga mengancam entitas penduduk yang sudah terlebih 

dahulu tinggal di lokasi calon genangan air waduk. 

Penduduk yang terdampak atas proyek pembangunan waduk Kedung Ombo 

secara keseluruhan berjumlah 5.268 kepala keluarga. Lebih dari separuh 

diantaranya yakni, 3.006 KK di wilayah Kecamatan Kemusu. Bila satu KK rata-

rata  memiliki 5-6 anggota keluarga maka, jumlah penduduk di Kemusu yang 

terkena dampak atas pembangunan waduk adalah sekitar 15.000 jiwa.5   

Pembangunan ini akan menggusur warga Kemusu dari ruang kehidupannya, 

yang berarti memaksa mereka untuk meninggalkan segala yang mereka punya. 

Lepasnya hubungan kekerabatan antara sanak saudara dan tetangga hingga kerelaan 

mereka untuk tidak lagi bisa menjalani ritus kebudayaan yang biasa mereka jalani 

 
4Irene Hadiprayitno, Hazard Or Right? The dialectics Of Development 

Practice and The Internatonally Declared Right to Development, With Special 

Reference to Indonesia, (Oxford: Intersentia, 2009), hlm.1. 

5Stanley, op.cit., hlm. 44. 
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seperti, ziarah kubur, sedekah bumi, slametan, dan lain-lain. Segala bangunan 

sosio-cultur yang semula berkembang akan hilang dan tergusur oleh keberadaan 

waduk. Tak hanya berdampak pada kehidupan warga Kemusu yang harus digsusur, 

namun pembangunan waduk juga akan membuat mereka kehilangan sumber 

kehidupan utama yang di dominasi oleh petani.6 Gambar 3 di bawah ini 

menunjukan berapa saja jumlah KK di 9 desa Kecamatan Kemusu yang harus 

digusur oleh pembangunan waduk Kedung Ombo. 

 

Gambar 3. Gambaran wilayah Kecamatan Kemusu yang Bakal Tergenangi Air 

waduk Kedung Ombo 1987. 

Sumber: Kecamatan Kemusu dalam Angka 1987, BPS Kabupaten Boyolali 

 
6Nusantara, op. cit., hlm. 8. 
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Luasnya lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan waduk Kedung Ombo 

berakibat tergusurnya kehidupan penduduk di Kemusu, mereka harus kehilangan 

lahan yang lumayan luas sebagaimana yang dialami oleh Sadi Dwiyowiyoto dari 

Dusun Guyuban, Desa Genengsari, tanahnya yang terkena waduk menurutnya ada 

2 Ha. Hal serupa dialami oleh Parno dari Dusun Kedungpring, Desa Nglanji yang 

juga harus kehilangan 1 Ha lahannya. Menurutnya, lahan, rumah, semua habis tak 

tersisa dan tidak ada simpanan apa pun ketika semua ditenggelamkan oleh air 

waduk. Tak hanya kehilangan harta benda, tetapi baginya pembangunan waduk 

adalah sebuah tindakan yang mencabut dirinya dari pekerjaannya sebagai petani 

yang selama ini menjadi tumpuan hidupnya.7 

Bergeser ke Desa Ngrakum, hal serupa dialami oleh Senen. Dirinya 

kehilangan tempat tinggal dan sawah seluas 1 hektare karena terendam oleh waduk 

Kedung Ombo. Posisi rumahnya memang hanya berjarak beberapa meter dari bibir 

waduk, sehingga masuk area greenbelt atau sabuk hijau yang harus bersih dari 

permukiman. Dia terpaksa mencari tempat tinggal baru. 

 

B. Menolak Ganti Rugi 

Proses pembebasan tanah untuk keperluan pembangunan waduk Kedung 

Ombo dilakukan dengan cara membentuk Panitia Pembebasan Tanah sebagaimana 

 
7Jumlah ini merupakan hasil wawancara dengan Sadi dan Parno pada 13-14 

Juli 2018. Menurutnya jumlahnya memang bervariasi, tapi bila melihat data besaran 

kepemilikan lahan di kemusu pada tahun 1988, rata-rata setiap warga di Kemusu 

memiliki jumlah kepemilikan lahan sebedsar 0,62 Ha.  
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diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) No. 15/19758 yang 

melibatkan Pemerintah Daerah serta ditetapkan sebagai bagian dari kegiatan Proyek 

Induk BBWS Jratunseluna. Tidak ada masalah dalam pembebasan tanah milik PT 

Perhutani Unit I Jawa Tengah maupun 382 ha tanah bengkok/kas desa, karena 

hakikatnya, adalah negara membebaskan tanah negara.9 Persoalan baru muncul 

ketika pemerintah harus membebaskan tanah penduduk sekitar lokasi waduk yang 

terdampak pembangunan.10 

Proses pembebasan tanah untuk pembangunan waduk dimulai sejak tahun 

1985.11 Penduduk Kemusu diundang ke balai desa untuk mendengar penjelasan 

rencana pembangunan waduk. Di Ngrakum, Nglanji dan Genengsari aparat desa 

langsung melakukan tanpa penjelasan lebih dahulu. Di dusun Kedungcemplung dan 

Kedunglele, penduduk langsung disuruh membubuhkan tanda tangan atau cap 

jempol dan dipaksa menerima ganti rugi.12 

Panitia Pembebasan tanah mengaku bahwa sudah melakukan musyawarah 

dengan sejumlah warga, setidaknya melalui perangkat desa, hingga beberapa kali. 

 
8Wawancara dengan Karmono pegawai BPN Boyolali pada 22 Juli 2018. 

Pemerintah berpedoman pada tatacara pembebasan tanah yang berlaku saat itu, 

yaitu Permendagri No 15/Tahun 1975 jo Permendagri No 1/Tahun 1975 jo Surat 

Mendagri No ba.2/384/2/75 tanggal 24 Februari 1975. 

9Isdiyanto, op. cit., hlm. 19. 

10Ibid.  

11Proses pembebasan tanah diawali dengan proses pendataan tanah 

penduduk yang terkena proyek kedung Ombo. di Boyolali intruksi mengenai 

pendataan tanah penduduk disampaikan secara tertulis oleh Bupati Kepala daerah 

Tingkat II Boyolalai, M. Hasbi kepada Camat Kemusu melalui surat tertanggal 28 

Agustus 1985. Keterangan lebih lanjut lihat lampiran. 

12“Hari-hari Penting Menuju Kasasi”, Forum Keadilan Nomor 8, Tahun 

III, 4 Agustus 1994, hlm. 102. Penjelasan mengenai proses awal  
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Panitia juga mengundang atau menghubungi para pemilik tanah, bangunan, dan 

tanaman yang terkena proyek, panitia juga mengaku sudah mengundang warga 

untuk datang ke berbagai pertemuan/musyawarah, dilain pihak sebagian warga 

menolak atau tidak menyepakati hasil musyawarah. Hal ini berbeda dengan 

pengakuan warga, bahwa dalam pelaksanaan pembangunan sebelumnya tidak ada 

musyawarah dalam penetapan ganti rugi karena cendrung dilakukan sepihak.13 

Menurut sebagian warga yang menghadiri undangan di balai desa 

mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut sama sekali tidak membahas 

persoalan ganti rugi tanah dan harta benda milik penduduk. Mereka justru hanya 

mendengarkan penjelasan petugas dari Dinas Transmigrasi tentang kemungkinan 

bertransmigrasi ke luar Jawa bagi tanahnya yang terkena proyek pembangunan 

waduk Kedung Ombo. Pada pertemuan tersebut juga diedarkan daftar hadir sebagai 

bukti memenuhi undangan. Penduduk yang hadir diminta membubuhkan tanda 

tangannya, atau cap jempol bagi yang tidak bisa membuat tanda tangan. 

Sebagaimana dalam pertemuan sebelum-sebelumnya, daftar hadir warga bahkan 

beberapa kali dimanipulasi.14 

Pertemuan-pertemuan tersebut juga turut mengundang beberapa orang yang 

diklasifikasikan pemerintah sebagai ET. Mereka dipaksa untuk 

menandatangani/cap jempol blanko-blanko kesedian ikut bertransmigrasi ke luar 

Jawa. Apabila mereka sedia ditransmigrasikan, predikat ET yang disandangnya 

dijanjikan akan dihapus. Orang-orang yang berpredikat ET tersebut akhirnya 

 
13Stanley, op.cit., hlm. 84. 

14Hasil wawancara dengan Tulus pada 17 Juli 2018. 
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dihadapkan pada situasi yang tidak ada pilihan lain kecuali ikut bertransmigrasi.15 

Menurut Sadi Dwijowiyoto dari Guyuban, Desa Genengsari yang bekerja sebagai 

Guru PNS, dirinya bahkan diancam di skorsing dan tidak digaji bila dirinya tidak 

mau pindah dari lokasi genangan.16 

Cara yang dipakai oleh pemerintah untuk membebaskan tanah warga adalah 

dengan kebohongan dan membodohi warga setempat, pada awalnya penduduk 

selalu diundang untuk mengikuti suatu pertemuan guna membahas soal ganti rugi, 

namun ketika warga mendatangi pertemuan tersebut, ternyata digunakan untuk 

menekan dan memaksa agar segera menandatangani persetujuan ganti-rugi yang 

telah ditentukan oleh pemerintah. Posisi warga yang pada saat itu lemah, tidak bisa 

berbuat apa-apa kecuali tunduk atau bertahan membela diri.17 

Pembebasan lahan yang tak selesai inilah pada akhirnya menimbulkan 

masalah karena warga masih bertahan disaat proses penggenangan dan peresmian 

waduk telah berlangsung. Pembangunan yang diharapkan mampu meningkatkan 

kualitas hidup masyarakat, justru memunculkan berbagai praktek pelanggaran Hak 

Asasi Manusia. Pemerintah Daerah dibebani untuk segera menyelesaikan 

pembebasan lahan sebagai areal genangan tidak berjalan lancar. Hal ini tak lain 

karena warga yang tinggal di area waduk cendrung mempertahankan tanah yang 

 
15“Menggapai Keadilan di Kedung Ombo”, Forum Keadilan Nomor 8, 

Tahun III, 4 Agustus 1994, hlm. 98. 

16Wawancara dengan Sadi yang sekarang tinggal di Permukiman Kayen, 13 

Juli 2018. Sebelum memutuskan untuk mengambil pilihan pindah ke Kayen, Sadi 

tinggal di Desa Genengsari. 

17Wawancara dengan Senen pada 20 Juli 2018. 
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dimiliki, sehingga aparat pemerintah dengan bantuan militer menggunakan 

berbagai cara agar usaha pembebasan tanah segera selesai.18 

Ketetapan besarnya uang ganti rugi ditetapkan melalui Keputusan Gubernur 

Kepala Daerah I Jateng No.593/135/1986 tertanggal 25 Agustus 1986. Besaran 

ganti rugi sebesar Rp 380,- per meter persegi untuk sawah, sedangkan tanah 

pekarangan dihargai sebesar Rp 633,- per meter persegi.19 

Di masyarakat jusru banyak beredar lembaran fotokopi yang sebenarnya 

berlainan tanggal penetapannya, menambah kebingunan masyarakat terhadap 

kesimpangsiuran besar uang ganti rugi yang disediakan pemerintah. Apalagi dalam 

tanggapan Menteri Dalam Negeri Soepardjo Rustam atas pertanyaan anggota 

Komisi II DPR-RI pada rapat kerja tanggal 25 November 1987 menyebutkan 

besaran ganti rugi yang disediakan pemerintah untuk pembebasan tanah proyek 

Waduk Kedung Ombo sebesar Rp. 3000,- per meter persegi. Tanggapan Mendagri 

tersebut, beserta kliping dari sebuah koran yang memuatnya beredar secara meluas 

di masyarakat.20 

Tidak lama kemudian muncul lagi Surat Mendagri Soepardjo Rustam 

tertanggal 13 Januari 1988 No. 592.2/464/SJ yang berisi bantahan. Bantahan itu 

menyatakan, pemerintah tak pernah menetapkan ganti rugi sebesar Rp 3.000,- per 

meter persegi untuk tanah yang terkena proyek Kedung Ombo. Dalam 

 
18“Tak Perlu Kekerasan untuk Tangani Kedung Ombo” Suara Merdeka,  25 

Januari 1993. 

19Stanley, op. cit., hlm. 86 

20“Gubernur Akui Ada Oknum “Sunat” Uang Ganti Rugi”, Kedaulatan 

Rakyat 28 November 1987. 
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penjelasannya, pemerintah menyatakan hanya mengacu pada SK Gubernur Kepala 

Daerah Tingkat I Jateng tertanggal 2 Mei 1985 No 593.8/105/1988.21 Acuan ini 

menetapkan besaran ganti rugi Rp. 322-805/m2 untuk tanah/sawah dan Rp 2.472,5-

8.487/m2 untuk bangunan/rumah. Peningkatan jumlah besaran ganti rugi ini tidak 

lepas dari banyaknya warga yang masih menolak besaran ganti rugi berdasarkan 

ketetapan sebelumnya.22 

Beberapa surat keputusan lain yang muncul belakangan, yang menyangkut 

besar ganti rugi atas tanah yang terkena proyek, betul-betul tidak lagi dipercayai 

lagi oleh masyarakat. Apalagi harga ganti rugi tanah resmi pemerintah dianggap 

masyarakat sangat rendah untuk harga sepetak tanah yang subur, keadaan semakin 

memburuk tatkala terjadi praktek-praktek kekerasan dan intimidasi terhadap warga. 

Hal ini membuat masyarakat merasa resah. Mereka tak bisa membayangkan harus 

melepas tanah dan rumah, juga makam leluhur maupun budaya masyarakat 

setempat untuk ditenggelamkan air waduk, hanya dengan ganti rugi sebesar 

sebungkus rokok untuk setiap m2.23 Akibatnya ada beberapa warga yang terpaksa 

tidak memperpanjang KTP-nya karena diancam dibubuhi ET pada KTP barunya. 

Mereka akhirnya tidak bisa leluasa bepergian. Misalnya dalam mengurus surat-

surat administrasi di kelurahan juga dipaksa meneken persetujuan ganti rugi. 

 
21“Selebaran di Kedung Ombo”, Tempo 15 April 1989. 

22Untuk soal ganti rugi harga yang ditetapkan pemerintah memang berubah-

ubah. Sedari awal saat musyawarah tidak ada kesepakatan antara warga dengan 

pihak panitia pembebasan tanah. Melaui SK Gubernur, pemerintah telah mematok 

harga terlebih dahulu tanpa mengindahkan aspirasi masyarakat. Untuk kejelasan 

soal ganti rugi dan perubahannya, lihat SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I 

Jateng tertanggal 2 Mei 1985 No 593.8/105/1988 di lampiran. 

23“Selebaran di Kedung Ombo”, Tempo 15 April 1989. 



50 
 

 
 

Bahkan, sempat pula tersebar isu, yang membangkang akan di petrus-kan (dibunuh 

dengan cara ditembak seperti para gali dulu waktu 1965).24 

Tekanan-tekanan itu ternyata dilawan oleh masyarakat. Kendati diancam, 

mereka serentak menolak hadir setiap kali diundang aparat.25 Setiap kali tim 

pembebasan tanah datang, mereka tak menanggapinya. Mereka juga tidak 

memperpanjang KTP dan ada 25 orang Kemusu yang lari ke hutan karena dituduh 

anggota PKI.26 Perlakuan pemerintah yang sewenang-wenang semakin jelas terlihat 

yaitu dengan memberikan stigma mbalelo untuk warga yang tidak mematuhi 

peraturan pemerintah, warga yang menolak direlokasi dianggap sebagai simpatisan 

PKI. Ketika warga melakukan protes atas stigma ini dan menolak ganti rugi dengan 

alasan apapun, aparat desa maupun kecamatan mengimbuhkan kode ET (Eks 

Tahanan Politik) pada KTP-KTP warga yang dianggap mbalelo.27 Padahal kode ET 

sebelumnya hanya diberikan kepada tahanan politik yang semuanya bekas 

anggota/simpatisan PKI atau terlibat dalam G30S. Sebelum ada proyek 

pembangunan waduk, tidak ada seorangpun warga yang tinggal di area 

 
24Stanley, op. cit., hlm. 88. 

25Wawancara dengan Jimin pada 18 Juli 2018. Jimin merupakan anak dari 

Jaswadi. Menurutnya ketika mendekati magrib, mereka sudah bersiap untuk pergi 

ke hutan. Aparat biasanya datang waktu malam dan masuk ke setiap rumah warga 

untuk menandatangani persetujuan ganti rugi. Akhirnya bagi mereka yang menolak 

ganti rugi, biasanya setiap malam pergi ke hutan dan kembali ke rumah pada 

keesokan harinya. Jimin sendiri waktu itu masih berumur belasan tahun, dia hanya 

mengikuti apa yang diperintahkan oleh Jaswadi, bapaknya. 

26“Mereka Mencoba Tidak Menyerah”, Tempo 26 Maret 1989. 

27 “Hari-hari Penting Menuju Kasasi”, Forum Keadilan 4 Agustus 1994. 
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pembangunan waduk Kedung Ombo di Kemusu yang pada KTP-nya tertera kode 

ET. Pemberian stigma mbalelo inilah yang menimbulkan reaksi berlebih.28  

Bagi penduduk yang bertahan, proyek pembangunan waduk Kedung Ombo 

yang harus membebaskan tanah yang dimiliki untuk kepentingan penggenangan air 

waduk dipahami sebagai tindakan yang tidak berbeda dengan apa yang pernah 

dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Kuatnya nilai budaya yang mengakar 

dan dipercayai oleh penduduk dimana tanah yang merupakan warisan nenek 

moyang yang ditempati dan digarap secara turun temurun adalah sah milik 

penduduk sehingga harus dijaga sampai kapanpun.29 

Secara umum ada dua model pola perolehan kepemilikan tanah di wilayah 

yang terkena pembangunan Waduk Kedung Ombo. Pertama, mereka yang memiliki 

tanah dari hasil jual-beli. Pola perolehan kepemilikan tanah yang kedua adalah 

mereka yang mendapatkan hak atas tanahnya dari warisan orang tua secara turun 

temurun.30  

Data yang dihimpun penulis menunjukan bahwa mereka yang menolak 

relokasi dan memilih bertahan di wilayah genangan waduk Kedung Ombo sebagian 

 
28“Menunggu Sang Air Meyentuh”, Tempo 25 Maret 1989.  

29Wawancara dengan Jaswadi pada 15 Juli 2018. 

30Pemilikan perorangan turun temurun (Erfelijk Individueel Grondbezit) 

merupakan suatu bentuk pemilikan  tanah secara kekal  yang dapat diserahkan 

kepada ahli warisnya. Lazimnya mereka tidak akan melepaskan sawahnya kepada 

orang lain karena sangat menjunjung tinggi hak milik sebagai barang warisan yang 

akan diberikan kepada keturunanannya. Lihat: Putri Agus Wijayati, “Pemilikan dan 

Penguasaan Tanah (Desa di Jawa Timur)”, Forum Ilmu Sosial, 2008, Volume 13, 

Nomor 1, hlm. 76. 
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besar merupakan warga yang memiliki tanah dari warisan leluhur. Dari hasil 

analisis data yang di dapat dari BPN Kabupaten Boyolali dan dari pihak Kecamatan 

Kemusu, sebagian besar penduduk di Kecamatan Kemusu mendapatkan hak atas 

tanah mereka melalui hasil warisan. Dari 1.916 KK yang memilih bertahan di lokasi 

pembangunan waduk, sebanyak 73,17 % KK memperoleh hak atas tanahnya dari 

warisan leluhurnya.  

Tabel 4. Jumlah KK yang Terdampak Beserta Status Kepemilikan Tanah Warga 

yang Bertahan Sampai Desember 1988  

 

Kecamatan Jumlah KK 

yg terdam-

pak 

Sumber Perolehan Tanah Warga Yang 

Bertahan 

Jumlah 

KK yang 

bertahan 

Perolehan 

tanah dari 

warisan/ 

hibah 

Perolehan 

tanah dari jual 

beli 

Kec. Kemusu 

1. Wonoharjo 

2. Nglanji 

3. Kemusu 

4. Genengsari 

5. Ngrakum 

6. Watugede 

7. Klewor 

8. Bawu 

9. Sarimulyo 

 

 

185 

717 

621 

606 

482 

27 

218 

124 

26 

 

 

0 

364 

486 

320 

448 

6 

191 

99 

2 

 

0 

223 

349 

227 

380 

6 

142 

73 

2 

 

 

0 

141 

137 

93 

68 

0 

49 

26 

0 

 

Sub total 3.006 1.916 

(67,74 %) 

1.402 

(73,17%) 

514 

(26,82%) 

 

Sumber: Analisis dari Laporan BPN Kabupaten Boyolali mengenai data 

        kepemilikan lahan warga Kecamatan Kemusu. 

 

C. Detik-Detik Penggenangan 

Target Pemda Boyolali untuk menyelesaikan secara tuntas masalah 

pembebasan tanah yang terkatung-katung sekali lagi harus mundur, dari akhir maret 
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menjadi Juni. Target bulan Juni 1988 yang sebenarnya tak bisa ditawar lagi, 

ternyata mundur lagi tanpa kepastian. Ketergesaan penyelesaiaan pembebasan 

tanah tersebut sebenarnya berkaitan dengan dana pinjaman luar negeri dari Bank 

Exim Jepang, yang akan membekukan dana pinjamannya untuk pelaksanaan 

pembebasan tanah apabila tidak dapat selesai pada akhir Maret 1988.31 Untuk 

wilayah Sragen dan Grobogan yang masih terdapat banyak masalah dan 

ketidakpuasaan dari penduduk yang tanahnya terkena proyek secara resmi dianggap  

telah tuntas.32  

Meskipun pemerintah bertekad untuk tidak melakukan penundaan 

penggenangan lagi ataupun menaikkan uang ganti rugi dan menyatakan tidak akan 

memaksa penduduk untuk pindah keluar dari daerah genangan, aparat pelaksana 

masih mencoba melakukan upaya akhir untuk mengosongkan daerah genangan. 

Berbagai upaya akhir yang coba dilakukan aparat pemerintah daerah adalah dengan 

tidak lagi menggunakan tekanan atau intimidasi.33 Mereka mendekati penduduk 

 
31Pihak pelaksana pembangunan juga mengambil kebijakan yang sama. 

Penduduk diberi kesempatan untuk mengambil ganti rugi hingga akhir Maret 1988. 

Lihat “Warga Masih Tolak Ganti Rugi”, Suara Merdeka, 22 Juni 1988. Namun 

kenyataannya batas waktu tersebut  diperpanjang dan kemudian diubah lagi dengan 

sistem konsinyasi. 

32Penduduk di Sragen pernah mencoba mengangkat kasus pembebasan 

tanah dengan menuntut Kanwil Departemen PU dan Pemda Tingkat I Jateng lewat 

bantuan LBH Semarang. Namun terjadi hambatan-hambatan seperti undangan 

sidang yang tak pernah sampai pada penduduk Sragen. LBH Semarang pada 

akhirnya memutuskan untuk mencabut gugatannya karena penduduk Kedung 

Ombo di Sragen yang menjadi kliennya dinilai memberikan keterangan yang tidak 

benar. Lihat Suara Merdeka, 25 Desember 1987. Penduduk di wilayah Sragen juga 

pernah meminta bantuan LBH Jogja, DPC PDI, DPD PDI, hingga DPP PDI. 

33Tapi upaya aparat yang berkesan simpatik ini hanya berlangsung sebentar, 

yaitu antara pertengahan bulan November 1988 sampai dengan peresmian 
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yang belum mau pindah dari daerah genangan dengan mendatangi penduduk dari 

rumah ke rumah untuk dibujuk agar bersedia pindah. Aparat penerangan membuat 

pertunjukan-pertunjukan rakyat seperti ketoprak dengan titipan pesan-pesan 

pembangunan. Pihak Pemda membuat selebaran-selebaran dalam bahasa Indonesia 

dan Bahasa Jawa, pengumuman dengan mobil-mobil keliling yang berisi himbauan 

kepada penduduk yang belum mengambil uang ganti rugi agar segera mengurus 

dengan jalan menghubungi perangkat desanya masing-masing. Aparat juga 

meminta kepada penduduk yang telah mengambil uang ganti rugi agar segera 

pindah.34 

Pada bulan November, pihak proyek pembangunan waduk Kedung Ombo 

mengeluarkan pemberitahuan bernomor 1348/UM/KDO/XI/88. Pengumuman itu 

menghimbau pada penduduk yang berada di areal genangan dalam batas patok 

kuning (daerah bahaya) dan kuning strip merah (daerah bahaya I) agar segera 

meninggalkan lokasi paling lambat akhir November 1988. Papan-papan besar yang 

memuat pemberitaan tersebut dibuat dan dipasang dijalan-jalan strategis, disetiap 

pertigaan dan mulut desa. Palang-plang yang dipasang tersebut memuat tiga poin 

pemberitahuan. Pertama, demi keselamatan, diminta penduduk untuk segera 

meninggalkan tempat. Kedua, batas waktu pindah paling lambat akhir November 

1988. Ketiga, waduk Kedung Ombo akan diisi/digenangi pada tanggal 12 Januari 

1989. Gambar 4 menunjukan bagaimana papan-papan tersebut dipasang sebagai 

pemberitahuan agar warga segera meninggalkan lokasi genangan.     

 

penggenangan, di mana Kedung Ombo dinyatakan sebagai daerah tertutup, kembali 

tekanan dan intimidasi dipergunakan. Lihat: Stanley, op. cit., hlm. 112. 

34Stanley, op. cit., hlm. 113. 
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Gambar 4: Perintah Kepada Warga untuk Meninggalkan Wilayah yang Terkena

 Genangan Waduk 1989 

Sumber: Tempo, 25 Maret 1989 

 

Setelah upaya akhir untuk memindahkan penduduk dari daerah genangan 

tidak banyak membuahkan hasil, Muspida Boyolali membentuk tim khusus yang 

kemudian mengerahkan dua belas orang jurusita dari Pengadilan Negeri setempat. 

Para Jurusita tersebut ditugaskan untuk menghubungi  dan meminta penduduk agar 

bersedia menerima ganti rugi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun sekali 

lagi, usaha tersebut tidak banyak membuahkan hasil.35  

 Pihak Komisi A DPRD Tingkat 1 Jateng yang melakukan kunjungan kerja 

ke lokasi proyek waduk Kedung Ombo pada tanggal 14 Desember 1988 

menemukan data baru. Mereka terkejut dengan masih adanya 1.916 KK yang 

berada di lokasi genangan.36 Komisi A DPRD Tingkat 1 Jateng meminta agar 

 
35Wawancara dengan Karmono pegawai BPN Boyolali.  

36Lihat: “Menunggu Sang Air Meyentuh”, Tempo 25  Maret 1989. Data ini 

di berbagai media disebutkan dengan jumlah yang beragam. Hal ini mungkin terjadi 
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pemerintah segera mendirikan pos Komando terpadu beserta barak-barak 

penampungan dan perahu karet. Seruan pihak DPRD ini ditanggapi oleh pihak 

Pemda lewat rapat tanggal 10 Januari 1989 di Makodim Boyolali. Rapat 

memutuskan untuk membentuk Satuan Tugas Pengamanan (Satgaspam) 0724 di 

bawah koordinasi Dandim Boyolali, Letkol Drajat Budi Santoso.37 

Tanpa sebab-sebab yang jelas, tanggal 12 Januari 1989 yang menurut 

rencana akan dilakukan peresmian penggenangan Waduk Kedung Ombo, ternyata 

ditunda. Menurut sumber resmi, penundaan tersebut dikarenakan tidak sinkronnya 

jadwal acara Gubernur Jateng HM Ismail dengan menteri PU Ir Radinal Mochtar. 

Sedangkan isyu yang muncul di daerah genangan, penundaan itu disebabkan 

penduduk yang tetap enggan pindah.38 

Penduduk di daerah yang bakal tergenang menyambut berita penundaan 

upacara penutupan pintu air waduk dengan berjingkrak-jingkrak. Mereka yang 

tampaknya tidak mengetahui bahwa penggenangan tersebut hanya ditunda dua hari 

itu, merasa gembira dan optimis bahwa peresmian penggenangan memang akan 

ditunda sampai masalah relokasi selesai.39 

 

karena beberapa warga yang bertahan bisa saja jumlahnya berubah setiap hari, 

mengingat tidak adanya pendataan yang jelas dari pihak-pihak terkait. Sementara 

itu seiring menaikknya air genangan, warga tidak bisa diprediksi perpindahannya. 

Media massa menyebut jumlah angka yang berbeda-beda, misalnya ada yang 

menyebut 1.698 KK (Kompas, 4 Januari 1989) dan ada yang menyebut jumlah 

1.916 KK (Wawasan, 5 Januari 1989). 

37Ibid,. 

38“Penggenangan Waduk Kedung Ombo Diundur 1 Hari”, Suara Merdeka 

13 Januari 1989. 

39Ibid,.  
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Tetapi harapan penduduk agaknya sia-sia saja, karena tanggal 14 Januari 

1989 pukul 09.55 tepat, Menteri PU Ir Radinal Mochtar didampingi Gubernur 

Jateng HM Ismail, Ketua DPRD Jateng Ir Soekorahardjo, Ketua Komisi V DPRRI 

dan tiga bupati yang daerahnya terkena proyek pembangunan waduk, melakukan 

peresmian penggenangan. Peresmian dilakukan dengan cara menimbun tubuh 

bendungan dan pelepasan balon, yang kemudian dilanjutkan dengan penekanan 

tombol sebagai tanda ditutupnya pintu terowongan waduk oleh Gubernur HM 

Ismail.40 

Dalam sambutannya, Menteri PU Ir Radinal Mochtar menyatakan 

terimakasih kepada pemerintah atas keberhasilan pembangunan proyek Kedung 

Ombo yang telah memakan waktu cukup lama dan pengorbanan sangat besar. Hal 

itu telah membutktikan mantapnya jalinan koordinasi Pemda Jateng dan jajaran 

dibawahnya, dengan pihak proyek Jratunseluna. Sedangkan Gubernur Jateng HM 

Ismail menyatakan, bahwa sudah sepantasnya apabila para penduduk dari 

Kabupaten Boyolali, Sragen dan Grobogan yang termasuk daerah genangan waduk 

Kedung Ombo, yang telah merelakan dan mengorbankan tanahnya digelari 

“Pahlawan Pembangunan”.41 

Beberapa wartawan yang mencoba meliput peresmian penggenangan 

ditangkap oleh petugas keamanan, karena dianggap memasuki kawasan tanpa 

pengenal yang dikeluarkan panitia. Sedangkan beberapa wartawan yang mencoba 

 
40Stanley, op. cit., hlm. 115. 

41Bernadette Whitelum, “Rhetoric And Reality in the World Bank’s 

Relations with NGOs: an Indonesia Case Study”, A thesis submitted for the degree 

of Doctor of  Philosophy of the Australian National University, 2003, hlm 272.  
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menelusuri daerah genangan untuk mengetahui perkembangan situasi terakhir, 

mendapat peringatan. Dandim Boyolali, Letkol Drajat Budi Santoso, selaku 

Komandan Satgaspam waduk Kedung Ombo memberlakukan daerah genangan 

sebagai daerah tertutup semenjak peresmian penggenangan. Setiap orang yang 

hendak memasuki daerah genangan harus memperlihatkan surat keterangan yang 

hanya dikeluarkan Korem 074/Warastratama Surakarta.42 

 

 
42“Menunggu Sang Air Meyentuh”, Tempo 25  Maret 1989. 
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BAB 4 

MELAWAN TANPA KEKERASAN  

 

A. Mencoba Tidak Menyerah 

Keputusan pemerintah untuk melakukan peresmian penggenangan tanggal 

14 Januari 1989, dinilai banyak pihak sebagai suatu keputusan yang tergesa-gesa, 

terlepas dari kemungkinan utang dan malu yang harus disandang pemerintah 

Indonesia apabila terjadi penundaan lagi. Kesan tergesa-gesa nampak dari masih 

bertahanya kurang lebih 1.916 KK di lokasi genangan.1  

Bulan Januari, ketika dilakukan penutupan pintu waduk dan peresmian, 

merupakan saat musim hujan turun. Hujan deras yang turun di daerah hulu Sungai 

Serang, juga di kota-kota seperti Sragen, Boyolali, dan Salatiga, segera mengisi 

anak sungai-anak sungai. Hanya dalam waktu seminggu setelah penutupan pintu 

waduk, ketinggian permukaan air telah mencapai elevasi 57, 20 meter. Genangan 

air telah menenggelamkan sejumlah dukuh di Kelurahan Wonoharjo seperti Dukuh 

Kedung Uter, Kedung Lele, Jetis dan Cermai.  Keadaan ini melesat dari ramalan 

semula, yang diperkirakan hingga akhir Maret 1989 elevasi air baru akan mencapai 

60-65 meter.2 

 
1“Menunggu Sang Air Meyentuh”, Tempo 25  Maret 1989. Data ini di 

berbagai media disebutkan dengan jumlah yang beragam. Hal ini mungkin terjadi 

karena beberapa warga yang bertahan bisa saja jumlahnya berubah setiap hari, 

mengingat tidak adanya pendataan yang jelas dari pihak-pihak terkait. Sementara 

itu seiring menaikknya air genangan, warga tidak bisa diprediksi perpindahannya. 

Media massa menyebut jumlah angka yang berbeda-beda, misalnya ada yang 

menyebut 1.698 KK (Kompas, 4 Januari 1989) dan ada yang menyebut jumlah 

1.900 KK (Wawasan, 5 Januari 1989). 

2“Ketinggian Air Waduk Kedung Ombo Capai 56,59 meter”, Suara 

Merdeka 20 Januari 1989. 
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Sungai Serang yang dibendung sudah tak tampak lagi, genangan air semakin 

melebar menggenangi apa saja. Mulai pepohonan pisang, kelapa, hingga jalan-jalan 

di daerah-daerah yang cukup tinggi. Jalan antar desa terputus. Sarana transportasi 

seperti sepeda dan mobil tidak bisa dipergunakan lagi. Anak-anak yang akan 

bersekolah harus menempuh perjalanan secara berputar-putar untuk menuju ke 

sekolahnya. Hal itu terpaksa dilakukan untuk menghindari genangan air. Satuan 

tugas pengamanan juga tidak mengira naiknya gengangan air akan secepat itu, 

segera melakukan sejumlah persiapan. Sejumlah perahu karet dan peralatan SAR 

didatangkan guna berjaga-jaga menghadapi musibah yang sewaktu-waktu muncul.3 

Akibatnya, penduduk yang semula berkeyakinan bahwa air tidak bakal 

pernah sampai pada rumah mereka, mulai dihinggapi kecemasan. Mereka membuat 

gethek-gethek dari bambu dan batang pisang untuk bepergian.4 Hal itu ditunjukan 

dalam gambar 5, yang dengan jelas memperlihatkan bagaimana seorang ibu dengan 

anak-anak kecil naik gethek menyebrangi genangan air waduk. Terlihat pula 

seorang pria berdiri dengan memegang gethek sambil membantu mengarahkan laju 

gethek.  

Kepungan air di daerah pemukiman yang semakin meninggi membuat 

penduduk berubah sikap. Kalau tadinya banyak penduduk yang bersikeras untuk 

 

 

3“Soal Waduk Kedung Ombo Masih Hadapi Kesulitan”, Suara Merdeka 3 

Maret 1989. 

4“13 Dukuh Mulai Tergenang; Penduduk Membuat “Gethek”, Suara 

Merdeka 25 januari 1989. 
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bertahan di tanah-tanah mereka, pada saat kepungan air mencapai elevasi 59 meter 

beberapa penduduk segera pindah.5  

 

Gambar 5: Gethek Menjadi Alat Transportasi Bagi Warga yang Bepergian 1989 

Sumber: Suara Merdeka, 25 Maret 1989 
 

Para penduduk bekerja bakti menyelamatkan rumah dan barang-barang 

yang berada di Daerah Bahaya I.6 Dengan cara bergotong royong, kaum laki-laki 

bekerja membongkari rumah warga yang paling dekat dengan genangan air. 

Kemudian diangkat ke tempat yang lebih tinggi untuk disusun lagi menjadi sebuah 

tempat tinggal darurat. Cara yang lain adalah dengan membongkari rumah yang 

paling dekat dengan genangan air. Genting, papan, kayu tiang rumah ditumpuk di 

tepi jalan, ditempat yang agak tinggi agar tidak hanyut. Barang-barang tersebut 

kemudian diangkati ke tempat yang lebih tinggi, dimana telah menunggu sejumlah 

 
5“Genangan Air Makin Meninggi”, Suara Merdeka, 25 Maret 1989. 

6Daerah bahaya I terletak pada elevasi 50-65 meter. 
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warga yang siap menyusunnya kembali.7 Sedangkan kaum wanita lebih banyak 

bekerja di daerah yang tanahnya tinggi. Pada gambar 6 di bawah ini menunjukan 

bagaiamana beberapa warga bergotong royong membangun rumah di dataran tinggi 

yang tidak tergenangi air waduk. Beberapa pria dewasa menyusun genteng dan 

usuk. Terdapat juga wanita yang membawa rumput pakan ternak yang digendong 

dalam keranjang.  Mereka mencari rumput untuk makanan ternak, membuat dapur 

umum, membantu memasang dan membuat kayu usuk dari bambu untuk atap 

rumah.8  

 

Gambar 6: Potret Warga yang Bergotong Royong Membangun Kembali Rumah 

 Mereka di Dataran yang Lebih Tinggi 1989. 

Sumber: Termpo, 15 April 1989 
 

Beberapa warga kemudian mulai menyerah, tidak sedikit pula dari 

penduduk yang secara sukarela meninggalkan tanahnya dan pindah ke daerah diluar 

 
7“Selebaran di Kedung Ombo”, Tempo 15 April 1989 . 

8“Mereka Mencoba Tidak Menyerah”, Tempo 25 Maret 1989. 
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genangan yang mana sanak keluarga mereka tinggal. Sebagian ada yang mendaftar 

untuk mengambil uang ganti rugi yang telah dikonsinyasikan di pengadilan tinggi 

terdekat atau mendaftarkan diri untuk bertransmigrasi.9 Menyerahnya beberapa 

warga yang semula bertahan ini tidak terlepas dari kesaksian mereka yang melihat 

secara langsung bagaimana air sampai di bubungan rumahnya. Pada akhir Februari, 

ketika ketinggian air mencapai elevasi 76,23 meter lebih, penduduk yang bertahan 

masih ada sekitar 1.786 KK.10 

Berbagai cara dilakukan penduduk untuk menyelamatkan harta bendanya 

seperti yang dilakukan oleh bapak Juwahir, yang tinggal ditepian Sungai Serang 

dukuh Ngerapak. Seluruh bekas bongkaran, termasuk perabotan rumah 

dihanyutkan lewat aliran Sungai Serang. Bapak enam anak tersebut berbagi tugas 

dengan teman-temannya.11 Yang hulu bertugas menghanyutkan, sedang yang hilir 

bertugas menangkap barang-barang yang dipindahkan. Mulai dari almari, meja, 

atap rumah, dan sebagainya yang bisa berjalan sendiri terapung-apung sampai 

ratusan meter jauhnya.12 Pada gambar 7 di bawah ini menunjukan bagaimana 

penduduk memanfaatkan air genangan waduk untuk memindahkan perabotan 

rumah seperti kayu dengan cara menghanyutkannya. Mereka sambil berenang 

kemudian mengikuti kayu ataupun barang yang mereka hanyutkan.  

 
9Stanley, op. cit., hlm. 127.  

10“Ketinggian Air Waduk Kedung Ombo capai 77 meter” Suara Merdeka 

28 Februari 1989. 

11Ibid. 

12“Mereka Mencoba Tidak Menyerah”, Tempo 25 Maret 1989. 
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Gambar 7: Warga Memanfaatkan Air Genangan untuk Memindahkan Kayu-Kayu

 Guna Membangun Rumah di Tempat Lain 1989 

Sumber: Tempo, 25 Maret 1989 

 

Keadaan seperti ini memaksa masyarakat yang bertahan fokus untuk 

bertahan hidup, sehingga sawah-sawah tidak terurus dan hewan ternak menjadi 

kurus. Pemiliknya sibuk menyelamatkan harta benda masing-masing.13 Di beberapa 

desa, warga tetap berusaha menghidupkan suasana desa yang pernah ada. Pasar 

yang telah tergusur tetap digunakan warga untuk tempat transaksi jual-beli. Atau 

tukar-menukar barang-barang kebutuhan sehari-hari dengan sebagian benda 

berharga yang dimiliki.14 

Budaya menggeser rumah di daerah dataran tinggi di lingkungan daerah 

genangan terus dilakukan penduduk yang bertahan di tanah kelahiran mereka. 

Cukup banyak jumlah penduduk yang nekad tidak akan keluar dari daerah 

 
13“Menunggu Sang Air Menyentuh”,  Tempo 25 Maret 1989.   

14Stanley, op. cit., hlm. 128. 
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genangan. Sebuah rumah yang baru saja digeser, ada kemungkinan seminggu 

kemudian sudah harus digeser lagi untuk menghindari air yang terus naik.15  

Memasuki awal bulan Maret, menurut pendataan terakhir yang dilakukan 

oleh Pemda Jawa Tengah tepatnya pada tanggal 10 Maret 1989 jumlah warga yang 

masih bertahan di area genangan tinggal 1.684 KK. Ketika saat itu, ketinggian air 

mencapai elevasi 76,23 meter lebih.16 Mereka berasal dari berbagai desa yang 

berlainan, banyak berkumpul di bukit-bukit dan membentuk permukiman baru.17 

Banyak rumah tenggelam tidak terselamatkan oleh pemiliknya.  

Banyak pula anak usia sekolah yang tak bisa bersekolah. Selain jalan-jalan 

telah terputus oleh genangan air yang terus melebar, gedung-gedung sekolah 

banyak juga yang tenggelam. Sebagaimana ditunjukan dalam gambar 8 di bawah 

ini, didirikan sekolah-sekolah darurat di pingggir genangan waduk untuk 

mengakomodir anak-anak usia sekolah yang tidak bisa bersekolah secara efektif 

karena gedung sekolah mereka tenggelam oleh air waduk. Sekitar puluhan anak 

usia sekolah berkumpul untuk belajar bersama.  

 

 
15Stanley, op.cit., hlm.128.  

16“Ketinggian Air Waduk Kedung Ombo capai 77 meter” Suara Merdeka 

28 Februari 1989. 
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Gambar 8: Foto Anak-Anak yang Belajar di Sekolah Darurat  

Sumber: Tempo, 25 Maret 1989 

 

Terlantarnya anak-anak usia sekolah banyak diberitakan oleh media massa, 

dibantah oleh Ka. Depdikbud Boyolali Drs Moh Said. Sementara itu, satu setengah 

bulan semenjak penggenangan dilaksanakan mengakibatkan daerah genangan yang 

sebenarnya subur, harus terendam dan tenggelam oleh air waduk. Genangan air 

yang semakin meluas mulai membentuk waduk Kedung Ombo seperti tapal kuda.18 

Daerah-daerah yang berada dibagian sebelah dalam tapal kuda menjadi daerah 

terpencil. Misalnya dukuh Kedungpring, Banger, Ngrakum, Ngrapah. Di daerah-

daerah terisolir tersebut, selain rawan pangan muncul beberapa wabah penyakit 

 
18“Yang Membuat Ribut Malaikat Penyelamat”, Tempo 25 Maret 1989. 
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kulit dan muntaber. Kesulitan lain adalah langkanya air bersih, karena mata air yang 

menjadi sumber air minum telah tertutupi oleh genangan air waduk.19  

Untuk pergi ke kota terdekat yang dulunya hanya sekitar lima kilometer dan 

bisa ditempuh dengan berjalan kaki, menjadi tidak bisa lagi. Orang-orang di desa 

yang terisolir harus menempuh perjalanan berpuluh-puluh kilometer lewat daratan 

di sebelah selatan. Seringkali pula mereka harus melewati pos-pos penjagaan. Pihak 

militer yang berada di pos penjagaan acapkali sengaja mempersulit penduduk yang 

pulang belanja dari daerah luar genangan.20  

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti kopi, gula, garam, atau 

pupuk tanaman dan genting, penduduk seringkali pergi membeli ke Pasar Legi, di 

Solo. Ketika penduduk yang membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari 

tersebut melewati pos penjagaan, biasanya para petugas dengan sengaja memeriksa 

dan membongkar barang-barang bawaan secara lama. Akibatnya penduduk 

seringkali harus menginap satu malam di pos penjagaan.21 

Rumah penduduk banyak yang tenggelam dan tidak sempat diselamatkan. 

Sampai tanggal 17 Maret 1989 air telah menenggelamkan 35 rumah penduduk.22 

Orang-orang yang tidak bisa menyelamatkan rumahnya hanya mampu bersikap 

pasrah. Sebagaimana yang ditunjukan oleh gambar 9, air waduk menenggelamkan 

 
19Ibid. 

20Wawancara dengan Jaswadi pada 25 Juli 2018. 

21“Menunggu Sang Air Menyentuh”,  Tempo, 25 Maret 1989.   

22 Ibid. 
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rumah penduduk sampai setinggi genteng. Akibatnya banyak pula rumah-rumah 

yang tidak sempat terselamatkan oleh pemiliknya.  

 

Gambar 9: Rumah-Rumah yang Tenggelam Oleh Air Waduk yang Semakin

 Meninggi 1990 

Sumber: Koleksi Pribadi Jaswadi 

 

Air yang menggenangi bekas hutan, dimana banyak tumbuhan-tumbuhan 

dan pepohonan, menjadi daerah baru yang berbahaya. Di bawah permukaan air 

yang tampak tenang, terdapat cabang dan ranting pohon yang siap mengait apa saja 

yang lewat di atasnya. Hingga bulan Maret 1989 telah ada dua warga Sumberharjo 

dan Wonoharjo mati tenggelam. Seorang meninggal karena terjeblos ke dalam parit 

hutan jati yang sudah tak terlihat lagi. Seorang lagi terpeleset ketika sedang 

mandi.23 

 
23“Korban Tewas Di Kedung Ombo 15 Orang”, Suara Merdeka 12 Januari 

1996. 
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Beberapa diantara penduduk yang nyalinya menciut melihat air memporak-

porandakan tempat tinggal dan desa mereka. Sebagian memilih menerima tawaran 

pemerintah untuk bertransmigrasi. Pada akhir Maret 1989 sebanyak 64 KK atau 

302 jiwa penduduk dari kawasan yang terkena Proyek Waduk Kedung Ombo 

berangkat bertransmigrasi ke Kecamatan Muko-Muko, Kabupaten Bengkulu Utara. 

Para transmigran yang mendapat bantuan dana dari Banpres dan Yayasan Dharwis, 

serta Yayasan Sosial Soegyapranata diberangkatkan dengan pesawat Hercules dari 

bandar udara Adi Sumarmo, Solo. Ke-64 KK tersebut diantaranya berasal dari 8 

KK Desa Bawu, 29 KK dari Desa Kemusu, 11 KK dari Desa genengsari, 12 dari 

Desa Nglanji, 3 KK dari Desa Klewor dan 1 KK dari Desa Sarimulyo.24  

Dari 3.006 KK di Kecamatan Kemusu yang harus pindah akibat terkena 

proyek Waduk Kedung Ombo, sebanyak 983 KK atau  32,70 %  telah pindah ke 

sekitar waduk di luar daerah genangan. Sebanyak 193 KK atau 6,42 % memilih 

untuk mengikuti program pemerintah yakni bertransmigrasi. Memilih untuk tinggal 

di rumah sanak saudara yang tak terkena waduk juga menjadi salah satu alternatif 

pilihan warga, sejumlah 193 KK atau 13,2 %. Sebagian warga juga mulai menerima 

tawaran pemerintah untuk menempati Kayen, sebanyak 31 KK atau 1,03 % pindah. 

Data jumlah penduduk di Kemusu yang memutuskan untuk melakukan perpindahan 

secara lengkap per masing-masing desa dapat dilihat dalam tabel 5 di bawah ini. 

 
24Menurut versi Warga Kedung Ombo, sebagian besar orang-orang yang 

berangkat bertransmigrasi adalah sanak keluarga pamong desa yang justru tidak 

memiliki rumah atau tanah di daerah genangan. Mereka mendaftarkan diri ikut 

bertransmigrasi untuk mendapatkan tanah seluas 2 hektar di daerah transmigrasi. 

Lihat Stanley, op. cit, hlm. 30-31. 
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Tabel 5:  Jumlah KK dan arah perpindahan Penduduk Kecamatan Kemusu dan 

wilayah Waduk Kedung Ombo lain sampai dengan 23 Maret 1989  
 

Kecamatan Jumlah 

KK yg 
harus 

pindah 

Jumlah KK yang pindah keluar wilayah genangan 

Ke 

sekitar 

waduk 

Trans- 

migrasi 

Ke wi 

layah 

lain 

Ke 

Kayen 

Jumlah 

KK 

% 

Kec. Kemusu 
1. Wonoharjo 

2. Nglanji 

3. Kemusu 
4. Genengsari 

5. Ngrakum 

6. Watugede 

7. Klewor 
8. Bawu 

9. Sarimulyo 

 

 
185 

717 

621 
606 

482 

27 

218 
124 

26 

 

 
144 

180 

244 
224 

51 

21 

62 
33 

24 

 
14 

76 

9 
71 

11 

- 

2 
10 

- 

 
27 

232 

19 
71 

28 

- 

12 
8 

- 

 
- 

6 

- 
13 

12 

- 

- 
- 

- 

 
185 

494 

272 
379 

102 

21 

76 
51 

24 

 
100 

69,90 

43,80 
62,54 

21,16 

77,77 

34, 86 
41,13 

92,31 

Sub total 3.006 983 193 397 31 1.604 53,36 

 
Sumber: LPU UKSW, Laporan Perkembangan Resettlement Penduduk Waduk Kedung

 Ombo 

 

Di Kecamatan Kemusu yang belum keluar dari wilayah genangan, umunya 

menempati tanah-tanah yang berada pada elevasi 85-95 meter.  Penduduk yang 

telah menggeser rumah sebagian masih tinggal di daerah yang ada di bawah elevasi 

95 meter. Artinya mereka masih berada di wilayah yang bakal tergenang.25 

Usaha penggeseran yang dilakukan penduduk, selain menuju ke arah yang 

lebih tinggi, mereka juga berusaha untuk berada sedekat mungkin dengan wilayah 

asal mereka yang diperhitungkan tidak bakal tenggelam. Dengan demikian, di 

daerah sekitar sabuk hijau (green belt)26 mereka bertahan hidup dengan mengolah 

 
25“Menunggu Sang Air Menyentuh”,  Tempo, 25 Maret 1989.   

26“Recent Experience With Involuntary Resettlement (Indonesia-Kedung 

Ombo)”, Operatioan Evaluatioan Departement  report No. 17540 document of 

world bank, hlm. 7. Kawasan sabuk hijau adalah sebuah areal dengan ketinggian 

air (elevasi) 90-95 meter, yang sebenarnya tidak boleh dijadikan hunian. Kawasan 
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lahan Perhutani di kawasan Kedung Ombo yang dekat dengan tempat tinggal 

mereka di wilayah sabuk hijau. Pada waktu elevasi air waduk turun, mereka pun 

nekat turun ke waduk yang tanahnya mengering dan menanaminya dengan padi. 

Meskipun demikian, panen yang cuma sekali dalam setahun, karena lahan pasang-

surut hanya bisa ditanami ketika air waduk menyusut masih bisa membuat mereka 

bertahan.27 

Ada juga warga yang memanfaatkan tanah-tanah “tidak bertuan” diluar 

lahan pasang surut, yaitu tanah proyek yang tidak tergenangi air waduk. karena 

disana merupakan tanah kering, maka warga yang bertahan dan memanfaatkan 

tanah ini harus bekerja keras untuk mengolahnya, baru kemudian mereka 

menanaminya dengan jagung atau ketela. Celakanya, beberapa komoditas tani yang 

dulu hampir tidak pernah dibeli warga, kini harus dicari sampai di pasar. Bayam, 

misalnya, dulu tinggal memetik di tanah pekarangan rumah. Namun, semenjak 

mereka digusur oleh pembangunan waduk serta memilih bertahan di lokasi sabuk 

hijau mereka tak lagi bisa mendapatkan sayur-sayuran seperti dulu lagi, terkecuali 

harus pergi ke pasar.28 

 Di daerah Kecamatan Kemusu, selain masih banyaknya warga yang 

memilih bertahan dan tidak mau pindah ataupun transmigrasi, masih banyak pula 

 

ini dijadikan tempat sebagai cadangan air, ketika air waduk mengalami pasang 

akibat curah hujan yang tinggi. Jadi, sangat berbahaya jika warga tetap bertahan di 

sini, karena pada musim huujan air waduk pasti menjadi pasang, yang sewaktu-

waktu bisa menenggelamkan mereka. Tapi inilah wujud protes yang dipilih rakyat.  

27Isdiyanto, op. cit., hlm 68.  

28 Wawancara dengan Tulus, 17 Juli 2018 
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warga yang tidak mau menerima uang ganti rugi.  Dari jumlah 1.402 KK yang 

bertahan, terdapat 669 KK atau 57 % yang tetap menolak uang ganti rugi. 

Tabel 6:  Jumlah KK yang bertahan dan tidak bersedia menerima ganti rugi uang, 

sampai dengan 23 Maret 1989  
 

Kecamatan/Desa Juml. KK hrs 

keluar wilayah 
genangan 

Jumlah KK yang  masih bertahan dan belum 

keluar dari wilayah genangan 

Jumlah % Yang bertahan dan tidak 

mau menerima ganti rugi 

Jumlah % 

Kec. Kemusu 

1. Wonoharjo 

2. Nglanji 

3. Kemusu 
4. Genengsari 

5. Ngrakum 

6. Watugede 
7. Klewor 

8. Bawu 

9. Sarimulyo 

 

 

185 

717 

621 
606 

482 

27 
218 

124 

26 

 

 

0 

223 

349 
227 

380 

6 
142 

73 

2 
 

 

 

0 

31,00 

56,20 
37,46 

78, 84 

22,22 
65,14 

58,87 

7,69 
 

 

 

0 

149 

147 
48 

252 

0 
49 

24 

0 
 

 

 

0,00 

20,78 

23,67 
7,92 

52,28 

0,00 
22,48 

19,25 

0,00 
 

Total 3. 006 1.402 46,64 669 22,25 

 
Sumber: LPU UKSW, Laporan Perkembangan Resettlement Penduduk Waduk Kedung

 Ombo 
 

 Selain menolak untuk pindah dan juga tidak bersedianya mereka menerima 

uang ganti rugi, perlawanan warga Kemusu terhadap pembangunan waduk juga 

dilakukan secara simbolik dengan menolak mengambil ikan dari perairan waduk. 

Menurut penuturan Parno, mengambil ikan di lokasi waduk sama dengan halnya 

mereka mengamini tindakan pemerintah yang telah menggusur mereka secara 

paksa dari tanah dan rumah yang mereka miliki.29 Tak hanya itu, Parno, Jaswadi, 

 
29Dalam proses awal poembebasan tanah, pemerintah memang menging-

imingi mereka denghan potensi perikanan yang menjanjikan. Perikanan dapat 

dikembangkan dengan berbagi cara, antara lain dengan membudidayakannya dalam 

karamba jaring apung atau ditangkap langsung ditengah perairan waduk. namun 
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Darsono, Senen, Tulus bersama warga yang bertahan menyuarakan gerakan golput 

di setiap pemilu sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah yang abai 

terhadap hak-hak mereka. Mereka tidak peduli siapapun yang terpilih, karena toh 

nasib mereka tetap sama saja.30  

 

B. Kepedulian Ormas hingga LSM 

Simpati masyarakat terhadap rakyat Kedung Ombo sepertinya terakumulasi 

di saat menjelang penggenangan waduk, dimana masih ada puluhan ribu manusia 

yang belum meninggalkan lokasi genangan. Apalagi berbagai media massa dengan 

gencar memberitakan permasalahan yang terjadi di daerah genangan beserta 

ganjalan-ganjalan yang tersisa menjelang peresmian genangan.31 

Tidak berselang lama setelah proses peresmian penggenangan dan 

diberlakukannya Kedung Ombo sebagai daerah tertutup, muncul berbagai 

kelompok yang ingin mendampingi, membantu dan membela rakyat Kedung Ombo 

yang telah menderita selama bertahun-tahun. Kelompok yang bermunculan ini 

sangat heterogen, meliputi berbagai profesi, dan kedudukan sosial dalam 

masyarakat.32 Namun secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi tiga 

 

warga yang bertahan di lokasi sabuk hijau ini tidak berminat atas bantuan tersebut. 

Penolakan ini bukan cuma sekedar simbol protes perlawanan terhadap kehadiran 

waduk, tetapi juga karena warga masih asing dengan bidang pekerjaan seperti itu.  

30“Golput Ala Warga Kedung Ombo, “Palang Sepur Dilumpati, Ajur 

Mumur Dilakoni”, Bernas 1 Juni 1997. 

31George J. Aditjondro, “Large Dam Victims and Their Defenders: The 

Emergence of An Anti-dam Movement in Indonesia”, dalam Philip Hirsch and 

Carol Warren (eds.), The Politics of Environmental in Southeast Asia: Resources 

and Resistance, (London dan New York: Routledge, 1998), hlm. 80. 

32Ibid., hlm. 81. 
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kelompok besar. Yaitu kelompok mahasiswa dan masyarakat umum yang 

tergabung dalam KSKPKO (Kelompok Solidaritas Korban Pembangunan Waduk 

Kedung Ombo), Kelompok Romo YB. Mangunwijaya dan kelompok LSM.33 

Ketiga kelompok tersebut lewat aksi-aksinya yang dilakukan secara terpisah 

nantinya akan mengakibatkan terjadinya perubahan kebijakan pemerintah. 

Khususnya yang menyangkut cara penanganan terhadap orang-orang  yang 

mencoba terus bertahan di daerah genangan waduk Kedung Ombo. 

KSKPKO (Kelompok Solidaritas Korban Pembangunan Kedung Ombo) 

Dimotori oleh beberapa aktivis mahasiswa dan masyarakat secara umum 

dari Salatiga, Yogyakarta dan Surabaya yang merasa prihatin dengan nasib orang-

orang di daerah genangan waduk Kedung Ombo, yang terancam tenggelam karena 

waduk akan segera digenangi, dilakukan serangkaian pertemuan. Mereka 

melakukan investigasi mengumpulkan data dan informasi. Sekaligus 

mendiskusikan persoalan yang terjadi di Kedung Ombo. Kelompok ini kemudian 

bertambah banyak setelah bergabungnya belasan mahasiswa dari Yogya dan 

Semarang, sehingga akhirnya diputuskan untuk membentuk sebuah kelompok yang 

kemudian diberi nama KSKPKO.  

Salatiga dipilih sebagai sekertariat kerja, kota yang dianggap paling dekat 

dengan lokasi genangan. Kelompok ini kemudian mendapat dukungan dari para 

aktivis mahasiswa dan simpatisan di Jakarta, Bandung, Bogor dan beberapa kota 

lain.34 

 
33Stanley, op.cit., hlm 135. 

34Ibid., hlm. 136. 
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Pada 6 Februari 1989 ketika persiapan dianggap cukup matang, KSKPKO 

mengirimkan surat pernyataan kepada Ketua DPR/MPR, Kharis Suhud yang 

ditembuskan ke Presiden Soeharto, Menko Polkam, Mendagri, Menteri PU, Ketua 

DPRD Tingkat I, Gubernur Jateng, rakyat di daerah genangan, lembaga 

kemahasiswaan di seluruh Indonesia dan media massa. Surat pernyataan tersebut 

ditandatangani oleh 961 orang. Diantaranya adalah mahasiswa dari 45 perguruan 

tinggi di Jawa dan Lombok, agamawan, seniman, pekerja sosial, dosen, birawan, 

buruh, ibu rumah tangga dan sebagainya.35 

Selain mengirimkan surat pernyataan, KSKPKO yang diwakili oleh 

komponen mahasiswa, membikin aksi solidaritas secara serentak di tiga tempat 

pada hari yang serupa, Senin 6 Februari 1989. Di Jakarta, sekitar 100 orang 

mahasiswa dari perguruan tinggi di Jakarta dan Bogor datang ke kantor Depdagri 

di Jl Merdeka Selatan Jakarta. Mereka membawa poster. Kepada petugas yang 

mencegat di kantor Depdagri, rombongan KSKPKO menyatakan keinginan untuk 

bertemu dengan meteri Rudini guna menyampaikan surat pernyataan dan semua 

permasalahan yang terjadi di Kedung Ombo. Namun keinginan tersebut gagal 

karena Menteri Rudini tengah mengadakan rapat dengar pendapat dengan Komisi 

II DPR di Senayan. Sedangkan 70 mahasiswa berasal dari Salatiga, Yogya dan 

Semarang yang juga tergabung KSKPKO mengadakan aksi solidaritas dengan 

mendatangi lokasi genangan di desa Kedung Cumpleng yang telah tenggelam 

 
35Lihat “Mahasiswa Temui Ismail Bicarakan Kedung Ombo” Kedaulatan 

Rakyat 7 Februari 1989. 
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sebatas dada.36 Aksi yang dilakukan di lokasi genangan waduk di datangi oleh 

aparat kepolisian yang berjaga dan mengawasi, sebagaimana yang ditunjukan oleh 

gambar 10 di bawah ini.  Rombongan KSKPO membawa poster yang bertuliskan 

kata-kata seperti: “Hai Ismail, Kedung Ombo bukan tanah mbahmu!”; “Rakyat 

Kedung Ombo Ditipu”; “DPR dan Pemerintah Anjing Kapitalis”.  

 

Gambar 10. Aksi KSKPKO yang Diamankan Oleh Aparat 1989 

Sumber: Editor, 11 Februari 1989 

 

Buntut aksi yang pertama KSKPKO ini adalah dikepungnya sekretariat di 

Salatiga dan dijaga oleh aparat selama beberapa hari. Para penghuni rumah yang 

dijadikan sekretariat KSKPKO merasa khawatir dengan perkembangan situasi 

setempat. Para mahasiswa terpaksa mengungsi dan mengosongkan rumah mereka 

 
36“Oalah, Kedung Ombo”, Editor 11 Februari 1989.  
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selama lebih kurang dua minggu. Beberapa aktivis KSKPKO dicari-cari oleh aparat 

kepolisian dan militer. Mereka dituduh telah melakukan rapat gelap pada tengah 

malam 5 Februari 1989 di sebuah rumah di Dukuh Cemara, salatiga sebelum 

mengadakan aksi ke lokasi genangan Waduk Kedung Ombo. Salah seorang aktivis 

kemudian mendapat panggilan dari Polres Salatiga untuk di dengar kesaksiannya 

tentang rapat-rapat gelap dan rapat terselubung lainnya.37 Aksi KSKPKO kembali 

berlanjut pada tanggal 25 Maret 1989 di Semarang. Mahasiswa di Yogya dan 

Jakarta juga melakukan hal sama dengan waktu yang berbeda.  

Selain aksi yang dilakukan untuk menarik perhatian masyarakat, mulai aksi 

pertama dan berikutnya, KSKPKO juga melakukan sebuah aksi yang sifatnya diam-

diam. Dalam penyusunan skenario pertama kali, KSKPKO sengaja melakukan 

pemilahan antara aksi untuk membentuk opini dan aksi diam-diam yang sengaja 

dirahasiakan.38 

Aksi diam-diam tersebut dilakukan dengan cara penyusupan menembus 

satgaspam secara berkala dan hanya melibatkan kelompok kecil. Dalam aksi 

tersebut dilakukan koordinasi pemantauan keadaan penduduk di daerah genangan 

dan penyampaian barang-barang yang dibutuhkan penduduk seperti tali-temali, 

makanan, pakaian dan obat-obatan serta vitamin. Barang dan uang yang berhasil 

dikumpulkan oleh KSKPKO di beberapa kota disampaikan kepada penduduk 

dengan cara yang sama atau  lewat LSM di Solo.39 

 
37Lihat: “Hari-hari Penting Menuju Kasasi”, Forum Keadilan Nomor 8, 4 

Agustus 1994. Juga Wawasan, 14 Maret 1989. 

38Stanley, op.cit., hlm. 168. 

39“Yang Membuat Ribut Malaikat Penyelamat”, Tempo 25 Maret 1989. 
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Kelompok Romo YB Mangunijaya 

 Romo YB Mangunwijaya memulai aksinya dengan membuat sebuah surat 

pernyataan, yaitu hanya akan menolong anak-anak yang terdapat di lokasi 

penggenangan waduk Kedung Ombo yang masih bertahan dan tidak akan ikut 

campur dengan persoalan kasus Kedung Ombo. Ia membuat surat himbauan kepada 

pribadi-pribadi yang mungkin tertarik untuk membantu anak-anak di daerah 

genangan waduk Kedung Ombo.40 Turut menandatangani surat himbauan itu antara 

lain, Abdul hakim G Nusantara dari YLBHI, Soemedi dari LBH Semarang. 

Romo Mangunwijaya segera melakukan kunjungan ke daerah genangan 

Kedung Ombo di Kecamatan Kemusu. Romo Mangun menyaksikan sendiri 

bagaimana blokade militer dan pemandangan menyayat di daerah genangan.41 

umah-rumah penduduk terisolasi oleh genangan air yang terus meninggi. 

Pengalaman Romo membuat niatnya ingin segera terealisasi dalam mengajar anak-

anak yang tak dapat melanjutkan sekolah, mengingat genangan air semakin 

meninggi.  

 

 

40Surat himbauan itu kemudian dimuat sebagai iklan oleh Harian 

Kedaulatan Rakyat pada 27 Februari 1989, yang segera mendapat tanggapann dari 

pihak aparat pemerintah antara lain dari Kaditsospol ABRI Letjen Harsudiono 

Hartas, Mendagri Rudini dan Menko Kesra, Soeparjo Rustam. Ketiganya 

menyatakan memberikan dukungan terhadap niat Romo Mangunwijaya untuk 

membantu orang Kedung Ombo, asalkan murni untuk kepentingan kemanusiaan 

dan tidak digunakan untuk manuver politik atau kepentingan yang lain. Lihat: 

Suara Merdeka 3 Maret 1989. 

41Kedaulatan Rakyat, 6 Maret 1989. 
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Banyak orang yang kemudian mencurigai niat Romo Mangun sebagai 

manuver politik yang sengaja dilakukan tatkala pemerintah berusaha 

mengosongkan daerah genangan. Bahkan kemudian muncul isu yang menyatakan 

bahwa niat Romo Mangun dipelopori keinginanya  menyebarkan misi agama di 

Kedung Ombo. Romo Mangun sendiri menanggapi isu yang menyerang dirinya 

dengan mengibaratkan bahwa dirinya mendengar ada sapi kecemplung sumur 

nyuwun tulung. Ia hanya berniat membantu anak-anak yang mungkin cacingan, 

korengan atau kurang makan, hingga yang putus sekolah tanpa ada pretensi apapun.  

“Saya dan teman-teman ke Kedung Ombo tidak ditunggangi oknum lain, 

atau bahkan unsur pewaris paham yang menentang pemerintah. Kali ini 

justru mau melaksanakan penghayatan dan pengamalan Pancasila, mulai 

dari sila pertama hingga yang terakhir.”42 

 

 Romo Mangun merasa bahwa langkahnya adalah legal, tidak subversif, 

ataupun aneh-aneh. Apa yang dilakukannya bahkan sangat sesuai dengan kehendak 

pemerintah. Juga merupakan konsekuensi dari semangat kesetiakawanan sosial 

yang diperingati setiap tanggal 20 Desember.43 

 Ajakan Romo Mangun mendapat tanggapan positif dari masyarakat. 

Puluhan relawan-relawati mendaftarkan diri ke tempat-tempat seperti yang 

tercantum dalam iklan yang dipasang di koran. Hanya dalam beberapa hari saja 

telah terkumpul buku, alat tulis, makanan, obat, pakaian, tenda, tiker, selimut, uang 

dan lain-lain. Bahkan di pos Yayasan Palamarta Indonesia di Mangkunegaran Solo 

 
42“Romo Mangun Ajak Orang-Orang Peduli Kedung Ombo”, Kompas 6 

Maret 1989. 

43Aditjondro, op. cit.,  hlm. 70. 
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berhasil terkumpul tujuh ton beras, satu ton gula pasir, dan 12 pak pakaian.44 

Sebagian anggota KSKPKO juga menyatakan bergabung dengan kelompok Romo 

Mangun, bersamaan dengan bergabungnya sejumlah dosen-dosen Undip Semarang 

dan Pimpinan Pondok Pesantren Muntilan, Kyai Hamam Djafar.45 Mereka 

bergabung mengatasnamakan pribadi tanpa menyangkutpautkan dengan posisi 

sebagai dosen, mahasiswa, dokter atau profesi lain dalam masyarakat. Gambar 11  

menunjukan bagaimana upaya yang dilakukan untuk membantu anak-anak yang 

putus sekolah dengan membuat kelas-kelas darurat unuk pembelajaran dengan 

lokasi seadannya. 

 

Gambar 11. Sekolah Yang dibentuk Oleh Para Relawan 1990 

Sumber: Stanley, 1994 

 
44“Romo Mangun Ajak Orang-Orang Peduli Kedung Ombo”, Kompas 6 

Maret 1989. 

45Bergabungnya Kyai Hamam Djafar yang juga merupakan tokoh MUI 

Jateng tersebut, berhasil menetralisir isyu dan kecurigaan terhadap rencana 

kemanusian Romo Mangun. Lihat: “Menunggu Sang Air Menyentuh”,  Tempo, 25 

Maret 1989. 
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Kelompok LSM 

 Sikap awal keprihatinan LSM terhadap korban penggenangan Kedung 

Ombo ditunjukan oleh Lembaga Pembela Hak-hak Asasi Manusi yang pada 28 

Januari mengirimkan surat pernyataan kepada Mendagri Rudini. LPHAM 

menyatakan keprihatinan terhadap penggenangan Waduk Kedung Ombo. 

Penggenangan yang dilakukan merupakan cerminan dari kebijakan pembangunan 

yang tidak secara arif memperhatikan kemungkinan jatuhnya korban fisik, sosial 

dan ekonomi di kalangan rakyat. 

 Sebagian LSM memilih meninggalkan kasus Kedung Ombo tatkala mereka 

mendapatkan tekanan dari aparat dan merasa kasus Kedung ombo menemui jalan 

buntu. Sebagian lagi tampil menjadi kekuatan pelobi. Sementara itu beberapa LSM 

yang bergerak di bidang hukum seperti LBH, YAPHI dan GPS terus mencoba 

mendampingi penduduk dalam urusan litigasi.46 

 YLBHI mencoba menarik perhatian masyarakat terhadap kasus yang terjadi 

di Kedung Ombo dengan mengadakan diskusi Panel. Diskusi bertemakan “Dimensi 

Sosial dan Kemanusiaan Dalam Pelaksanaan Pembangunan, Studi Kasus Waduk 

Kedung Ombo” diselenggarakan pada 17 Maret 1989 di Jakarta. Diskusi tersebut 

mencoba membahas aspek-aspek hukum, sosial dan kemanusiaan pembangunan 

waduk Kedung Ombo. Serta merumuskan bentuk-bentuk partisipasi warga negara 

yang bisa dilakukan untuk membantu penduduk Kedung Ombo.47 

 
46Stanley, op.cit., hlm. 189 

47Ibid., hlm. 190.  
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 Peran LSM yang paling menonjol (yang tampak di permukaan) adalah dari 

kelompok International NGO Forum on Indonesia (INGI). Sebuah kelompok LSM 

yang merupakan forum komunikasi antara LSM Indonesia dan LSM luar negeri. 

Mayoritas anggotannya terdiri dari LSM negara-negara yang tergabung dalam 

Inter-Govermental Group on Indoneisa (IGGI). Forum komunikasi yang berdiri di 

tahun 1985 ini dalam konferensinya yang ke V di Nieport Belgia yang berlangsung 

pada tanggal 24 hingga 26 April 1989, mengangkat kasus Kedung Ombo sebagai 

salah satu agenda.48 Dengan demikian kasus Kedung Ombo yang tadinya baru 

merupakan sebuah kasus nasional, diangkat INGI menjadi kasus internasional.  

 Dalam konferensi yang diikuti oleh delapan belas LSM dari Indonesia 

tersebut, dihasilkan sebuah Aide Memoire yang berisi lima belas buah rekomendasi 

untuk IGGI dan Bank Dunia. Di antara rekomendasi tersebut, diangkat masalah 

partisipasi masyarakat yang dilalaikan pemerintah dan terjadinya kemerosotan 

kondisi hak-hak asasi manusia seperti yang terjadi di Kedung Ombo. Dalam surat 

yang ditanda tangani oleh Abdul Hakim G Nusantara dan Peter Kardoes yang 

dikirimkan kepada Presiden Bank Dunia, Barber Conable, INGI meminta agar 

Bank tetap konsisten pada kebijakannya sendiri mengenai pemukiman kembali 

penduduk. Serta lebih memperhatikan masalah sosial kemasyarakatan dalam 

pelaksanaan pembangunan Waduk Kedung Ombo. INGI meminta agar Bank Dunia 

tidak mencoba menutup mata terhadap situasi yang terjadi di Kedung Ombo. Ada 

 
48Dalam konferensi sebelumnya, yaitu Konferensi INGI ke IV yang 

berlangsung pada 25 sampai 28 April di Zeewolde Belanda sebetulnya Kedung 

Ombo juga termasuk dalam agenda pembicaraan sebagai sebuah studi kasus. 
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lima butir langkah penyelesaisn yang dianjurkan oleh INGI kepada Bank Dunia 

untuk menyelesaikan permasalahan di Kedung Ombo.49 

 Rekomendasi ini kemudian menjadi angin segar bagi warga Kedung Ombo. 

Pemerintah kemudian mencoba menerjemahkan rekomendasi-rekomendasi itu 

dalam rumusan kebijakan-kebijakan untuk lebih mengakomodir keinginan rakyat 

yang masih bertahan di lokasi penggenangan.50 

 

C. Kebijakan Pemerintah yang Melunak 

Target penyelesaian pembebasan lahan dan relokasi penduduk yang 

terhambat pada akhirnya berdampak pada dana pinjaman luar negeri dari Bank 

Exim Jepang, yang akan membekukan dana pinjamannya untuk pelaksanaan 

 
49Vatikiotis, M. 1993. Indonesian Politics Under Suharto, Order, 

Development and Pressure to Change. London: Routledge. hlm 34. 

50Lima rekomendasi tersebut berisi, 1. Menetapkan dan menerapkan 

rencana pemukiman kembali dan rehabilitasi yang komprehensif terhadap 900 lebih 

KK yang tetap bertahan sekaligus mencakup langkah pemulihan pendapatan 

keluarga melalui pertanian dan perikanan, kompensasi untuk properti yang hancur, 

identifikasi atu oemukiman kembali yang setara dengan nilai tanah yang hilang 

begitupula aset-aset lainnya. Serta menyediakan anggaran untuk pemukiman 

kembali. 2. Mengalokasikan kompensasi yang memadai dan menyiapkan 

pemukiman kembali untuk semua warga yang masih bertahan dan juga mereka 

yang belum mendapatakan kompensasi dengan nilai yang setara. 3. Membentuk 

forum monitoring dan evaluasi untuk pengawasi jalannya pemukiman kembali dan 

rehabilitasi di Kedung Ombo dan proyek irigasi lainnya di Jawa. 4. Mengadakan 

diskusi dengan pemerintah Indonesia mengenai pemukiman kembali di Kedung 

Ombo dan meminta adanya peninjaun penuh atas pembebasan lahan dan 

pemukiman kembali di Indonesia sebelum mendanai proyek-proyek lebih lanjut 

yang menggusur pemukiman warga. 5. Melengkapi perencanaa Analisi Dampak 

Lingkungan (AMDAL) dalam setiap proyek pembangunan yang dijalankan. 

Rekomendasi ini dilayangkan oleh INGI kepada presiden Bank Dunia pada 26 April 

1989.  
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pembebasan lahan apabila tidak dapat selesai pada akhir Maret 1988.51 Pemerintah 

Indonesia diharuskan segera menyelesaikan kasus Kedung Ombo, sehingga 

pemerintah pada akhirnya mengambil kebijakan yang akomodatif.  

Pemda Jateng yang tadinya keras kepala menolak dialog dengan warga pada 

akhirnya menyatakan kesediannya untuk memenuhi permintaan warga Kedung 

Ombo. Mereka bersedia untuk berdialog dan mengakomodir masukan warga yang 

masih bertahan.52 Bupati Boyolali M Hasbi tiba-tiba memberi tawaran baru kepada 

penduduk yang bersedia pindah dan tinggal di Kayen, berupa tanah seluas 1.000 

meter persegi untuk tiap KK.  

Tawaran baru M Hasbi tersebut disampaikan kepada warga di Kemusu yang 

masih berada di genangan lewat selebaran yang disebar pada 6 April 1989. 

Selebaran tersebut dibuat dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa 

Jawa dengan nomor 593.8/00784 dan 500/00794 dan langsung ditandatangani oleh 

Bupati Boyolali M Hasbi. Tawaran Bupati Boyolali ini sebelumnya tidak mendapat 

 
51Pihak pelaksana pembangunan juga mengambil kebijakan yang sama. 

Penduduk diberi kesempatan untuk mengambil ganti rugi hingga akhir Maret 1988. 

“Warga Masih Tolak Ganti Rugi”,  Suara Merdeka 22 Juni 1988. Namun 

kenyataannya batas waktu tersebut  diperpanjang dan kemudian diubah lagi dengan 

sistem konsinyayi. 

52Perubahan sikap Gubernur Jateng disebabkan tekanan dari presiden yang 

memberikan waktu dua bulan kepada HM Ismail untuk mernuntaskan 

permasalahan Kedung Ombo, atau tidak akan dipilih menjadi Gubernur kembali. 

Sebelum Gubernur HM Ismail menyatakan kesediannya menerima perwakilan 

rakyat Kedung Ombo, pada 28 Maret 1989 Jaswadi mewakili penduduk Kedung 

Ombo mengirimkan surat kepada Gubernur Jateng yang berisi tentang keinginan 

mereka terhadap suartu musyawarah yang mungkin bisa menyelesaikan persoalan 

di Kedung Ombo. Kutipan wawancara dengan Jaswadi. 
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respon karena warga merasa tanah yang di Desa Kayen, Kecamatan Juwangi 

Boyolali adalah tanah lahan kritis. 

Pada akhirnya ada 7 KK yang bersedia menerima tawaran Bupati. Sadi 

Dwijowiyoto yang menjadi salah satu pelopornya. Ia menuturkan bahwa, 

keinginannya pindah sebenarnya karena ada intimidasi terhadap dirinya. 

Jabatannya sebagai PNS guru akan dicabut bila dirinya tidak bersedia menerima 

tawaran tersebut. Sadi juga disuruh untuk mengajak warga yang masih bertahan 

untuk mengikuti dirinya pindah ke Kayen.53 

Sadi membujuk beberapa warga yang masih bertahan untuk mengikuti 

pilihannya dalam menerima tawaran pemukiman di Kayen. Setelah berhasil 

membujuk 6 KK yang ikut pindah bersama dirinya, sampai bulan Februari 1990 

warga Kedung Ombo yang bertahan dan memilih pindah ke Kayen Ada 31 KK.54 

 
53Wawancara dengan Sadi Dwijowiyoto 13 Juli 2018. Sadi kemudian 

berdiskusi bersama sang istri, Widarti, sebelum mereka memutuskan untuk pindah 

ke Kayen. Menurut Darwati, mereka harus memilih ke Kayen agar suaminya tetap 

bisa bekerja sebagai PNS untuk membiayai sekolah anak-anaknya. Sebagai seorang 

pedagang, menurut Darwati pendapatannya tak seberapa, sehingga mereka juga 

masih mengandalkan hasil pertanian dari lahan seluas 2 ha. Dengan adanya waduk, 

lahan mereka harus tenggelam. Dalam kondisi lahan sudah tenggelam, ancaman 

pencabutan status PNS, maka pilihan paling realistis adalah menerima tawaran 

pindah ke Kayen. Sekaipun keputusan ini akhirnya banyak dicaci oleh teman-teman 

seperjuangannya kala melawan pembangunan waduk. Sadi dianggap malah 

berkompromi dan tidak berkomitmen untuk tetap melakukan perjuangan 

mempertahankan tanah kelahiran dari pembangunan waduk. Menyikapi hal 

demikian Sadi dan Darwati tidak mau ambil pusing dan tetap percaya pilihannya 

adalah benar sekalipun sedikit ada penyesalan tatkala mereka ternyata harus 

membayar lahan di Kayen. Semula mereka merasa lahan di Kayen bisa didapatkan 

secara gratis sebagai ganti rugi lahan yang telah tenggelam. Namun pada 

kenyataannya mereka harus membayar lahan Rp 160/m2. 

54“Seorang Guru Ajak Warga Pindah ke Kayen”, Suara Merdeka 5 Februari 

1990. Dalam berita di Suara Merdeka disebutkan bahwa sorang guru bernama Sadi 

menjadi pahlawan karena berhasil mengajak warga Kedung Ombo yang Bertahan 
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Pemerintah merasa jumlah warga yang pindah ke Kayen belum seberapa 

bila dibandingkan dengan mereka yang masih bertahan. Hingga pada akhirnya 

pemerintah mengabulkan isi permohonan surat warga yang diwakili oleh Jaswadi, 

dimana warga tidak ingin pindah dari wilayah genangan terkecuali mereka 

diizinkan untuk menempati wilayah sabuk hijau dan membuka pemukiman di area 

hutan. Menurut Jaswadi, selain soal ganti rugi lahan yang rendah warga ngotot 

bertahan karena ingin memperjuangkan tanah kelahiran dan warisan nenek moyang 

mereka.  

Melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 419/Kpts-II/1991 dilepaslah 

tanah kawasan hutan seluas 58, 2550 Ha yang terletak di petak 143, 144, 157 dan 

158 RPH Grenjengan, Desa Ngrakum dan seluas 249, 1615 Ha di petak 189, 165, 

168, 170, 175, 171, 172, dan 173 RPH Kemusu, Desa Genengsari, BKPH Kedung 

Cumpleng, KPH Telawa, Kabupaten Boyolali untuk digunakan sebagai pemukiman 

penduduk yang tanahnya terkena proyek Waduk Kedung Ombo yang masih 

bertahan di lokasi genangan.55 Wilayah-wilayah inilah yang kemudian menjadi 

sebuah desa baru. Kedua lokasi pemukiman tersebut kemudian menjadi sebuah desa 

yang diberi nama Desa Kedungmulyo dan Desa Kedungrejo. Sayangnya wilayah 

ini dianggap warga sebagai wilayah yang kritis dan sangat jauh bila dibandingkan 

dengan kesuburan tanah mereka yang ditenggelamkan oleh air waduk. 

 

untuk pindah ke Kayen sebagai upaya penyelesaian masalah yang selama ini gagal 

diatasi oleh Pemda. 

55Keputusan Menteri ini selengkapnya dapat di lihat di lampiran. 
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Gambar 12. Peta kawasan Perhutani yang dijadikan pemukiman Kedungmulyo 1991 

Sumber: Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 419/Kpts-II/1991 

 

Gambar 13. Peta Kawasan Perhutani yang dijadikan pemukiman Kedungrejo 1991. 

Sumber: Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 419/Kpts-II/1991 
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Tawaran pemukiman baru ini pun akhirnya tidak serta merta membuat para 

korban yang bertahan pindah begitu saja. Sebanyak 34 orang warga di Kedungpring 

masih tetap berjuang untuk menggugat dua instansi pemerintah, Gubernur Kepala 

Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Direktur Jendral Pimpinan proyek 

Pengembangan Wilayah Sungai Jratunseluna. Pada tanggal 13 Juni 1990 gugatan 

itu diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang. Substansi gugatan adalah gubernur  

mengeluarkan SK. No. 593.8/105/1988 tentang pedoman penetapan nilai ganti rugi. 

Surat Keputusan yang terbitkan tertanggal 2 Mei 1988 itu dianggap tanpa 

sepengetahuan para penggugat. Padahal, ketika itu belum ada persetujuan ganti rugi 

antara tergugat dan para penggugat. Tetapi sayangnya Pengadilan Negeri Semarang 

tertanggal 20 Desember 1990 mengambil putusan menolak permohonan pihak 

penggugat.56 Banding yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Semarang pun juga tak 

membuahkan hasil. Dalam putusan tertanggal 19 April 1991, PT Semarang justru 

menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang.  

Upaya warga untuk terus menempuh jalur hukum tidak berhenti disitu, 

kegagalan di PN dan PT mereka lanjutkan dengan mengajukan kasasi ke MA. 

Gugatan itu membuahkan hasil tatkala pada 28 Juli 1993 Majelis Hakim Kasasi MA 

melalui putusan Reg. No. 2263 K/Pdt/1991 yang terdiri dari Prof. Asikin Kusuma 

Atmadja, M. AM Manrapi, RL Tobing mengabulkan gugatan warga 

 
56 Nusantara op cit, hlm. 19. 
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Kedungpring.57 Melalui putusan ini Pemda Jateng harus membayar ganti rugi Rp 

50.000 per meter persegi. Tanaman sebesar Rp 30.000 per meter persegi.58 

Keberhasilan perlawanan warga Kedungpring melalui jalur hukum ini 

sayangnya tidak pernah ditindaklanjuti. Putusan Asikin hanya berlaku diatas kertas. 

Belum sampai eksekusi dijalankan, Ketua MA Purwoto menangguhkan eksekusi, 

dan melalui Peninjauan Kembali (PK) kemudian membatalkan putusan Asikin 

melalui putusan Reg no 650 PK/Pdt/1994.59 Dalam putusan ini menyatakan bahwa 

kasasi warga Kedungpring tidak dapat diterima.60 

Meskipun secara hukum persoalan Kedung Ombo dianggap pemerintah 

telah selesai dengan dibatalkannya putusan MA melalui PK, warga dan banyak 

pihak terkait tetap meminta pemerintah menyelesaikan persoalan Kedung Ombo 

secara lebih substantif, mengingat banyaknya warga yang masih bertahan dan tetap 

menolak relokasi. Sikap warga yang menolak relokasi ini sebenarnya cukup 

beralasan, sebagaimana penuturan Jaswadi, ini terkait dengan biaya dan sarana pra 

sarana umum di lokasi pemukiman baru. Mereka tak mungkin bisa pindah sendiri 

karena itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk memindah rumah dan 

perabotannya. Di lokasi pemukiman baru, mereka juga membutuhkan fasilitas 

 
57“MA Menangkan Warga Kedungombo, Ganti Rugi dari Rp. 250 Menjadi 

Rp. 50 Ribu”, Jawa Pos, 7 Juli 1994. 

58Nusantara op cit, hlm. 79. 

59PK ini dituding akibat desakan Soeharto yang tidak terima atas 

kemenangan warga Kedungpring di MA. Lihat:  “Presiden Tanyakan Kasus 

Kedungombo, Pemerintah Cari Upaya Hukum, Ketua MA: Pengadilan Bebas”, 

Suara Merdeka, 26 Juli 1994. 

60“Presiden Soeharto Tanyakan Putusan MA Soal Kedungombo” , Kompas, 

26 Juli 1997.   
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umum semacam sekolah, tempat ibadah, saluran air dan hal lain yang harusnya 

terlebih dahulu dibangun sebagai fasilitas penunjang kehidupan.   

Sementara itu, pemerintah Indonesia sendiri terus mendapat desakan dari 

Bank Dunia dan Exim Bank untuk segera menyelesaikan kasus Kedung Ombo 

hingga pada akhirnya diambillah kebijakan yang akomodatif. Kesulitan pemerintah 

dalam melakukan relokasi warga yang bertahan ke wilayah perhutani yang sudah 

dilepas akhirnya disikapi dengan kebijakan yang lebih manusiawi. Dimulai dengan 

membuka dialog dengan warga, pemerintah pusat menggagas program sebagai 

upaya rehabilitasi kehidupan bagi warga yang bertahan dan terutama 

mengupayakan mereka untuk mau direlokasi.61  

Program aksi kemudian dibuat dan dilaksanakan di Kedung Ombo selama 

4 tahun (tahun anggaran 1998/1999 sampai 2002). Program ini menghabiskan dana 

sebesar Rp 41.470.259.125.  Hal ini ditempuh karena tidak lepas dari upaya 

pemerintah pusat yang kala itu dipimpin oleh Gus Dur yang menginginkan kasus 

ini diselesaikan dengan musyawarah.62  

 
61Kebijakan pemerintah Indonesia ini tidak terlepas dari keluarnya 

kebijakan dan pedoman Bank Dunia yang dirancang untuk melindungi masyarakat 

adat termasuk: No. Kertas Teknis Bank Dunia 80/1988 menyatakan bahwa populasi 

pengungsi dan masyarakat tuan rumah harus terlibat dalam tahap perencanaan 

pemukiman kembali rudapaksa; Petunjuk Operasional 4.00 yang berkaitan dengan 

kebijakan lingkungan untuk proyek bendungan dan reservoir; dan Petunjuk 

Operasional 4.20 tahun 1991 yang dirancang untuk melindungi masyarakat adat 

warisan budaya dan memastikan mereka tidak lebih buruk untuk proyek-proyek 

Bank Dunia. Kebijakan Bank Dunia juga tidka terlepas dari desakan berbagai LSM 

dan media yang banyak menyoroti kasus-kasus pembangunan bendungan yang 

bermasalah, seperti di Kedung Ombo. Lihat: Bernadette Whitelum. 2003. “Rhetoric 

And Reality in the World Bank’s Relations with NGOs: an Indonesia Case Study”, 

A thesis submitted for the degree of Doctor of  Philosophy of the Australian 

National University, hlm 288.  

62“Gus Dur: Ganti Rugi Warga Kedungombo Tak Harus Berupa Uang”, 

Suara Pembaruan, 5 April 2000.  
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Tabel 7. Anggaran Pelaksanaan Kegiatan di Kedung Ombo Tahun 1998-2002 

Tahun 

Anggaran 

APBN APBD 

Provinsi 

APBD 

Kabupaten 

Intruksi 

Gubernur 

Bantuan 

Gubernur 

Bantuan Luar 

Negeri 

Jumlah 

1998/1999 

1999/2000 
2000 
2001 
2002 

 
Jumlah 

1.091.838.000 

2.616.882.000 
2.137.196.000 
2.678.001.000 
8.126.922.800 

 
16.650.839.800 

108.985.000 

711.823.500 
5.070.387.500 
2.066.617.000 
7.421.907.500 

 
15.379.720.500 

439.500.000 

737.845.000 
0 

2.148.666.000 
2.039.868.325 

 
5.365.879.325 

0 

0 
0 

626.500.000 
0 
 

626.500.000 

32.500.000 

126.901.500 
336.038.000 
254.440.000 

1.426.750.000 
 

2.176.629.500 

0 

0 
0 

1.270.690.000 
0 
 

1.270.6900.000 

1.672.823.000 

4.193.452.000 
7.543.621.500 
9.044.914.000 

19.015.448.625 
 

41.470.259.125 
 

 

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah (2002) 
 

Pemerintah yang diwakili oleh pihak provinsi, yang kala itu dipimpin oleh 

Gubernur Mardiyanto (1998-2003) diutus untuk menyusun beberapa langkah untuk 

fokus pada pemberdayaan warga Kedung Ombo dengan fokus utama memerangi 

belenggu 3K (kemiskinan, keterbelangan, dan keterisolasian).63 

Sejak 1998, persoalan Kedung Ombo disikapi pemerintah dengan menaruh 

perhatian untuk merelokasi warga yang masih bertahan di kawasan sabuk hijau, 

serta rehabilitasi kehidupan warga. Pemerintah yang semula melakukan tindakan 

intimidasi dan kekerasan mulai berbenah, akhirnya pemerintah mengakomodir 

pendapat warga untuk diadakan musyawarah dan pertemuan dengan warga yang 

masih bertahan pada pertengahan Oktober 1998 di Kecamatan Kemusu, Boyolali 

yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat. 

Pertemuan ini menghasilkan beberapa keputusan yang disepakati, 

diantaranya, pemerintah akan membangun jalan dan jembatan sekitar waduk, 

penyedian air bersih, pembangunan sarana pendidikan, terutama SMU, penyedian 

sarana listrik bagi masyarakat. Selain itu, Gubernur Mardiyanto mulai melakukan 

 
63Isdiyanto, op. cit., hlm. 84.   
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pendekatan dengan melakukan kunjungan lapangan untuk menggali aspirasi warga 

guna membicarakan kemungkinan adanya relokasi bagi mereka yang masih 

bertahan.64 

Semenjak dilantik menjadi gubernur pada 24 Agustus 1998 gubernur 

Mardiyanto melakukan kunjungan beberapa kali ke Kedung Ombo berikut napak 

tilas dan beberapa hasil pertemuan antara Gubernur Mardiyanto dan warga 

Kedungombo.  

1. Tanggal 13-14 Oktober 1998 

Pertemuan pertama ini berlangsung di Desa Klewor, Kecamatan Kemusu, 

Boyolali.65 Agenda pertemuan ini adalah kunjungan kerja dan dialog dengan warga. 

Hasil pertemuan ini menghendaki agar pemerintah melakukan hal-hal berikut, 

a. Pembangunan serta perbaikan jalan dan jembatan 

b. Pengadaan sarana air bersih 

c. Sertifikasi tanah 

d. Pemasangan jaringan listrik 

e. Pembangunan SMU di Kemusu 

 
64Ibid., hlm. 85. 

65Bagi pemerintah pertemuan ini sebagai bentuk awal komitmen untuk 

melakukan program aksi bagi warga yang bertahan. Sedangkan bagi warga yang 

bertahan, pertemuan ini minimal membuat pemerintah sadar bahwa, mereka yang 

bertahan hanya ingin mendapatkan hak-hak mendsar dalam hidup mereka setelah 

kehidupannya ditenggelamkan oleh air waduk. Upaya mereka yang bertahan 

selama ini dan tidak mau direlokasi adalah bentuk protes kepada pemerintah. 

Mereka sebenarnya bisa saja menerima relokasi dengan syarat terpenuhinya sarana 

dan prasarana mendasar di lokasi relokasi yang semula adalah hutan. Sayangnya, 

jangankan membangun sarana, sebelum pertemuan itu diolakukan, pemerintah 

bahkan selalu menyalahkan warga yang tidak mau pindah.  
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2. Tanggal 31 Juli 1999 

Kunjungan kembali ke Desa Klewor dan berlanjut ke Desa Kedungmulyo, 

Kemusu. Acara di Desa Klewor untuk meninjau sambungan listrik, meninjau calon 

lokasi SMU, temu wicara dengan siswa SMU Kemusu dan pemberian bantuan 

peralatan tulis. Sedangkan acara di Kedungmulyo yakni melakukan penyerahan 

sertifikat tanah kepada warga setempat, yang mencakup 367 lembar sertifikat. 

Sekaligus juga melakukan penyerahan bantuan dana untuk usaha, serta pengadaan 

sarana/peralatan untuk budidaya ikan dengan sistem karamba.66 

3. Tanggal 23 Februari 2000 

Kunjungan ini bertujuan untuk  meresmikan SMU Kemusu, dan berdialog 

dengan warga di Desa Klewor, Kedungpring, dan Desa Kedungrejo, Kemusu.67 

Dalam pertemuan ini warga menyampaikan aspirasi sebagai berikut, 

a. Pengadaan air bersih di Dukuh Ngelaban dan Ngesikrejo di Desa Klewor 

b. Perbaikan jalan yang menghubungkan Desa Genengsari, Kedungmulyo, 

Kedungrejo, dan Desa Bawu 

c. Permohonan  lampu-lampu penerangan jalan umum  

 
66Dialog ini minimal menjadi ruang terbuka bagi masyarakat yang masih 

bertahan untuk mengutarakan apoa yang menjadi alsan mereka hingga saat itu tidak 

mau direlokasi. Mereka akhirnya menyampaikan aspirasi bahwa, pemerintah harus 

menyediakan fasilitas-fasilitas umum agar warga bisa menjalanmi aktivitas 

sebagaimana saat mereka belum digusur oleh waduk. warga berpikir bahwa mana 

mungkin mereka bisa hidup di lahan relokasi bila tak ada sarana seperti ketersedian 

air, jalan, jembatan, listrik dan fasilitas sekolah.  

67Isdiyanto, op. cit., hlm. 98-99. 
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d. Perlunya membangun jembatan yang menghubungkan Desa Genengsari dan 

Desa Klewor 

e. Warga menginginkan adanya dialog antara warga dan pemerintah secara rutin 

f. Gubernur meminta warga untuk lebih memikirkan masa depan 

4. Tanggal 21 Maret 2000 

Gubernur mengundang Paguyuban Warga Kedungombo (PWK) yang 

masih dipimpin oleh Darsono. Hasil pertemuan ini warga berharap mendapatkan 

kepercayaan untuk mengelola lahan pasang-surut di kawasan sabuk hijau. Dalam 

hal ini, Bapelda mengatakan daerah pasang-surut dapat digunakan untuk budidaya 

tanaman semusim, tetapi dengan resiko tergenang air jika volume air waduk 

meningkat. Warga Kedungpring pada prinsipnya juga bersedia untuk direlokasi.  

5. Tanggal 3 April 2000 

Pertemuan berlangsung di pendapa Kecamatan Kemusu, yang bertepatan 

dengan kunjungan presiden (Abdurrahman Wahid) ke Kedung Ombo.68 Dalam 

acara ini Gubernur melaporkan berbagai upaya pemerintah dalam rangka 

rehabilitasi maupun pemberdayaan warga. Gubernur mengakui bahwa masalah 

Kedungombo belum tuntas. Hasil musyawarah ini menghasilkan beberapa poin 

sebagai berikut: 

 
68“Gus Dur: Ganti Rugi Warga Kedungombo Tak Harus Berupa Uang”, 

Suara Pembaruan, 5 April 2000.  
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a. Mengharapkan agar kawasan hutan yang sudah dijadikan lahan permukiman 

warga Kedung Ombo (sebelum relokasi warga Kedungpring) agar dijadikan 

hak milik 

b. Menuntut rehabilitasi (pemulihan) nama baik sejumlah warga, terutama 

mereka yang dicap sebagai PKI atau mereka yang dalam KTP nya dibubuhi 

kode ET 

c. Mengharap adanya jembatan di Desa Genengsari, sarana perhubungan antara 

Genengsari dan Guwo, pembangunan Masjid dan pengadaan air bersih. 

6. Tanggal 1 Februari 2001 

Gubernur mengunjungi warga desa yang sedang panen. Gubernur meninjau 

pembangunan TK di Desa Kedungrejo. Kunjungan Gubernur yakni ke wilayah 

sabuk hijau, dusun Kedungpring, Desa Kedungrejo, Kemusu. Ia meyaksikan sendiri 

panen Padi yang terendam air waduk, kemudian menyerahkan bantuan alat 

pengering gabah kepada warga.69 

Perjuangan warga yang masih bertahan di lokasi genangan waduk tetap 

berlanjut.  Mereka yang hidup di area sabuk hijau dengan tetap bercocok tanam di 

area surutan air waduk sempat juga berhasil mengintervensi pemerintah untuk 

menunda penutupan pintu waduk di tahun 2001. Warga Kedungpring berkirim surat 

ke Gubernur H Mardiyanto. Dalam surat itu disampaikan bahwa warga sebentar 

lagi akan memasuki musim panen padi. Rata-rata setiap warga menanam padi di 

 
69“Pintu Waduk Kedung Ombo Jangan Ditutup”, Suara Merdeka 18 Januari 

2001. 
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lahan sekitar 1 ha. Setiap tahun warga Kedungpring hanya satu kali bisa menanam 

padi di daerah yang mengering itu. Hal serupa dilakukan oleh warga di Mlangi, 

Klewor dan wilayah lainnya.70 Upaya ini berhasil dikabulkan pemerintah dan 

akhirnya warga bisa panen padi. 

Melalui berbagai kebijakan semacam ini akhirnya upaya relokasi dapat 

berjalan dan diterima oleh warga. Beberapa warga akhirnya mau untuk direlokasi. 

Dari semula pada Maret 1989 yang masih terdapat 1.407 KK yang masih bertahan 

di lokasi genangan dan sabuk hijau akhirnya melalui kebijakan akomodatif seperti 

pelepasan lahan perhutani untuk pemukiman, hingga berbagai upaya rehabilitasi 

warga membuahkan hasil berupa kerelaan warga untuk mau meninggalkan wilayah 

pinggiran genangan dan sabuk hijau. Hingga akhir tahun 2002 warga yang mau 

untuk pindah ke wilayah yang telah dilepaskan perhutani sebanyak  795 KK. 

Relokasi dimulai dengan melakukan landclearing (membuldoser) tempat relokasi 

yang semula adalah hutan.71 

Perpindahan ini baru mencapai 56% dari keseluruhan warga di Kecamatan 

Kemusu yang menolak ganti rugi, sebab sejumlah warga yang bertahan di kawasan 

sabuk hijau tercatat masih terdapat 612 KK.72 Tapi langkah ini setidaknya dapat 

mengawali penyelesaian persoalan di Kedung Ombo di luar jalur hukum, dengan 

 
70Ibid. 

71“Relokasi Bagi Warga: Titik Awal untuk Menatap Masa Depan” , Suara 

Merdeka, 15 Februari 2002.  

72Jumlah ini di dapat dari penuturan beberapa informan seperti Jaswadi dan 

Darsono. Wawancara dengan Darsono dilakukan pada 19 Juli 2018. Sedangkan 

sumber lain dalam Menyelami Kedung Ombo yang diterbitkan oleh Kelompok 

Diskusi Wartawan Provinsi Jawa Tengah menyebut jumlahnya sekitar 526 KK. 

Lihat: Isdiyanto, op. cit., hlm. 148. 
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mengedepankan perbaikan kualitas kehidupan di sana, termasuk memikirkan 

sertifikasi tanah sebagai tanda sah kepemilikan bagi warga di Kedungmulyo dan 

Kedungrejo.73 

Menurut penuturan Jaswadi dan Darsono mereka yang bertahan di lokasi 

sabuk hijau memanfaatkan lahan-lahan genangan yang surut dari air waduk untuk 

bercocok tanam. Seiring berjalannya waktu mereka yang bertahan memang 

jumlahnya mengalami perubahan. Hal ini karena beberapa warga kemudian 

memutuskan untuk bertrasnmigrasi hingga pindah ke rumah sanak saudara. 

Sedangkan bagi Jaswadi dan Darsono yang memilih untuk menerima tawaran 

pemerintah pindah ke Kedungmulyo dan Kedungrejo, pilihan ini tidak berdampak 

signifikan bagi kehidupan mereka. Secara ekonomi penghasilan mereka juga tidak 

mengalami peningkatan justru yang terjadi adalah kemerosotan.  

Hal ini disebabkan karena lahan yang didapat di Kedungmulyo maupun di 

Kedungrejo tidak sebanding dengan lahan mereka yang ditenggelamkan oleh 

waduk. Bila di Kedungrejo dan Kedungmulyo mereka hanya mendapat lahan seluas 

1.000 m2 sedangkan dahulu luasan lahan pertanian mereka saja mencapai 1 ha saat 

belum ditenggelamkan. Hal ini jauh berbeda ketika dahulu bisa mengandalkan hasil 

panennya untuk memenuhi kebutuhan hidup, sedangkan di Kedungmulyo dan 

Kedungrejo mereka harus bekerja serabutan. Beberapa warga bahkan memilih 

bekerja diluar daerah sebagai kuli bangunan. Sadi dan teman-temanya yang pindah 

 
73 “Sertifikat hingga Modal Usaha Dipikirkan”, Suara Merdeka, 16 Februari 

2002. 
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ke Kayen ternyata dibebani biaya Rp 160 untuk setiap meter persegi tanah di Kayen. 

Padahal tanah di Kayen tidak sesubur sebagaimana tanah Sadi yang telah 

ditenggelamkan. Hal ini membuatnya kecewa mengingat harapan mereka adalah 

tanah di Kayen bisa di dapatkan secara cuma-cuma sebagai ganti rugi atas tanah 

mereka yang telah ditenggelamkan untuk kepentingan waduk.  
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BAB 5 

KESIMPULAN 

 

Munculnya perlawanan warga Kemusu terhadap pembangunan waduk 

Kedung Ombo dari tahun 1985-2002 tidak terlepas dari arogansi pemerintah yang 

mengalienasi hak-hak warga setempat dalam proses pembangunan. Hal itu terlihat 

dari kebijakan pemerintah yang sejak awal bertindak tidak kooperatif dengan 

tanpa melibatkan warga dalam perumusan kebijakan hingga tindakan represif dan 

intimidasi yang tak segan dilakukan aparat terhadap warga yang memilih bertahan 

di lokasi genangan waduk. Pada satu pihak, pemerintah memberi stigma mbalelo 

terhadap warga yang bertahan hingga secara serampangan membubuhan kode ET 

pada KTP warga tanpa alasan yang jelas, bahkan warga yang dipaksa agar mau 

menandatangi uang ganti rugi.   Di lain pihak, warga tetap masih merasa enggan 

menerima besaran uang kompensasi ganti rugi lahan yang jauh dari harga tanah 

pada umumnya, ditambah dengan ketidakjelasan nasib masa depan kehidupan 

mereka yang digusur oleh waduk, menjadi alasan dominan untuk melakukan 

perlawanan. Latar belakang historis dan filosofi hidup masyarakat setempat yang 

sudah tertanam juga menjadi faktor yang membuat masyarakat bersikeras 

melakukan penolakan pembangunan.  

Dominasi negara atas rakyat semakin tampak ketika proses penggenangan 

waduk berlangsung. Pada saat yang sama, merespon hal tersebut, masyarakat 

terpecah menjadi tiga kelompok. Pertama, warga yang memilih pasrah dan 

menyerah untuk di gusur, sehingga mereka mengikuti program transmigrasi 

pemerintah atau pindah secara swadaya ke lokasi lain diluar wilayah genangan. 
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Kedua, kelompok warga yang melakukan perlawanan secara pasif, yakni mereka 

yang memilih bertahan tinggal di pinggiran lokasi genangan dan sabuk hijau 

sebagai bentuk penolakan atas pembangunan waduk. Ketiga, kelompok warga 

yang melakukan perlawanan secara reaktif, yakni mereka yang selain bertahan di 

lokasi genangan juga sekaligus menggugat pemerintah melalui jalur hukum. 

Penderitaan warga yang bertahan akhirnya menimbulkan simpati dari 

berbagai pihak seperti ormas hingga LSM. Kampanye menuntut pemerintah dan 

lembaga donor untuk bertanggung jawab dilakukan di tingkat lokal, nasional 

hingga internasional. Akhirnya pemerintah mengambil kebijakan yang lebih 

kooperatif  dengan menyiapkan pemukiman baru dan rehabilitasi kehidupan 

penduduk.  

Menjelang akhir abad ke 20 dan memasuki abad 21, pemerintah pusat 

mulai menganggarkan dana untuk membangun sarana-prasarana di lokasi 

pemukiman yang baru. Hal ini cukup berhasil untuk membuat beberapa warga 

bersedia pindah dari lokasi genangan dan sabuk hijau ke lokasi pemukiman baru. 

Meskipun masih banyak pula warga yang bertahan, setidaknya kebijakan ini 

menjadi pembelajaran bagi pemerintah untuk menerapkan pembangunan yang 

lebih manusiawi. Imajinasi soal kesejahteraan yang dibawa oleh proyek ini, bagi 

warga yang terkena dampak waduk merupakan sebuah jargon ilusi. Alih-alih 

membawa kesejahteraan, proyek ini justru lebih akrab dengan banyaknya protes 

dari berbagai pihak hingga penderitaan hidup warga yang terdampak.   

Hingga detik ini berbagai persoalan dalam konteks pembangunan waduk 

ternyata masih berlangsung terus. Hal itu tampak dari sebagian warga yang 
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tinggal di lokasi pinggiran genangan dan sabuk hijau. Dalam fenomena sosiologis, 

realitas tersebut menunjukan bahwa pembangunan waduk Kedung Ombo masih 

menyisakan persoalan, tidak sebatas psikologis, namun juga bisa jadi ekonomis. 

Kondisi ini menjadi kajian yang menarik untuk diteliti lebih lanjut.  
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Umur   : 41 tahun (7 Maret 1978) 

Pekerjaan   : Petani  

Tanggal Wawancara : 18 Juli 2018 

 

E. Nama Informan  : Darsono 

Alamat   : Kedungrejo, Kecamatan Kemusu, Boyolali 

Umur   : 69 tahun  

Pekerjaan   : Petani 

Tanggal Wawancara : 19 Juli 2018 

 

F. Nama Informan  : Karmono 

Alamat   : Kedungrejo, Kecamatan Kemusu, Boyolali 

Umur   : 52 tahun  

Pekerjaan   : Pegawai BPN Boyolali 

Tanggal Wawancara : 22 Juli 2018 

 

G. Nama Informan  : Senen 

Alamat   : Desa Ngrakum, Kecamatan Kemusu, Boyolali 

Umur   : 70 tahun  

Pekerjaan   : Petani  

Tanggal Wawancara : 16 Juli dan 20 Juli 2018 
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H. Nama Informan  : Tulus 

Alamat   : Desa Klewor, Kecamatan Kemusu, Boyolali 

Umur   : 69 tahun  

Pekerjaan   : Petani  

Tanggal Wawancara : 17 Juli 2018 

I. Nama Informan  : Suroto 

Alamat   : Desa Wonoharjo, Kecamatan Kemusu, Boyolali 

Umur   : 74 tahun  

Pekerjaan   : Petani  

Tanggal Wawancara : 14 Juli 2018 

J. Nama Informan  : Parno 

Alamat   : Desa Kedungrejo, Kecamatan Kemusu, Boyolali 

Umur   : 70 tahun  

Pekerjaan   : Petani  

Tanggal Wawancara : 14 Juli 2018 
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Lampiran 8: Bukti KTP Penduduk yang dibubuhi ET Karena Menolak 

Pembangunan Waduk Kedung Ombo 
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Lampiran 9: Foto-foto 

 

 
 

Ketika permukaan air dengan cepat meninggi, warga tak bisa lagi saling membantu. 

Semua orang sibuk menyelamatkan  rumah masing-masing. (Sumber: Koleksi 

Pribadi Jaswadi) 

 

 
 

Sementara para orang tua cemas, anak-anak dengan ceria belajar berenang dengan 

memanfaatkan genangan air yang sebentar lagi akan menenggelamkan rumah-

rumah mereka. (Sumber: Stanley, Seputar Kedung Ombo, hlm. 361) 
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Makam-makam ikut tenggelam oleh air waduk. Ada beberapa makam leluhur yang 

dikeramatkan ikut tenggelam. Kaum tua merasa terhina dengan keadaan ini. 

(Sumber: Koleksi Pribadi Sadi) 

  

 
 

Energi penduduk habis buat membongkar dan membangun rumah-rumah di tanah 

yang lebih tinggi. Mereka tak sempat memikirkan persedian pangan. (Sumber: 

Suara Merdeka, 25 Januari 1989)  
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Papan tulis dan deklet penahan panas ini sumbangan Romo Mangun untuk anak-

anak terlantar di daerah genangan waduk Kedung Ombo. (Sumber: Kompas, 6 

Maret 1989) 

 

 
 

Untuk mengatasi anak-anak usia sekolah yang terlantar, penduduk mendirikan 

sekolah-sekolah darurat. (Sumber: Koleksi Pribadi Jaswadi)  
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Pembangunan seperti puting-beliung, yang sanggup memporak-porandakan apa 

saja. Warga Kedung Ombo menyebutnya sebagai bencana pembangunan. (Sumber: 

Koleksi Pribadi Darsono) 

 

 
 

Rombongan KSKPKO menggunakan poster-poster yang menunjukan kekecewaan 

terhadap pemerintah waktu itu saat melakukan demonstrasi. (Sumber: Stanley, 

Seputar Kedung Ombo, hlm. 374) 
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Sebagian anak-anak usia sekolah yang terlantar, namun ditutup-tutupi oleh pihak 

Dinas Pendidikan. Selain jalan menuju sekolah telah terputus dan membuat mereka 

tidak sekolah, mereka juga harus membantu orang tua menyelamatkan puing-puing 

bangunan untuk dipakai kembali. (Sumber: Koleksi Pribadi Jaswadi) 

 

 
 

Selain bermain-main dan memanfaatkan air waduk untuk berenang, anak-anak 

terkadang juga memancing di genangan air waduk. (Sumber: Koleksi Pribadi 

Darsono)  
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Air waduk bahkan menenggelamkan pohon-pohon yang tinggi menjulang seperti 

pohon kelapa. Menurut warga ini adalah bukti adanya wader mangan manggar 

sebagaimana mitologi yang mereka percayai. ((Sumber: Stanley, Seputar Kedung 

Ombo, hlm. 399) 

 

 
 

Warga memanfaatkan lahan pasang surut untuk bercocok tanam. Mereka menanami 

padi. Sementara untuk lahan yang kering di areal perhutani mereka menanami 

jagung atau palawija lainnya. (Koleksi Pribadi Jaswadi) 
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Lampiran 10: Koran-Koran 
 

 
 

Suara Merdeka, 13 Januari 1989 
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Suara Merdeka, 20 Januari 1989 
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Suara Merdeka, 25 Januari 1989 
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Suara Merdeka, 3 Maret 1989 
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Editor, 25 Maret 1989 
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Editor, 25 Maret 1989 
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Tempo, 25 Maret 1989 
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Tempo, 25 Maret 1989 
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Lanjutan:  
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Lanjutan: 
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Lanjutan: 
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Lanjutan:  
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Lanjutan:  
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Tempo, 25 Maret 1989 
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Lanjutan: 
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Lanjutan: 
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Tempo, 15 April 1989 
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Suara Merdeka, 25 Januari 1993 

 

 

 
 

Suara Merdeka, 18 Januari 2001 
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Forum Keadilan, 4 Agustus 1994 
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Forum Keadilan, 4 Agustus 1994 
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Suara Merdeka, 12 Januari 1996 

 

 
 

Suara Merdeka, 16 Februari 2002 
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Lampiran 7: Bukti Sertifikat Tanah Hak Milik Warga  
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